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Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan 
Fiqh Siya>sah Dan Hukum Positif  Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo”. Penulisan skripsi ini untuk menjawab 
pertanyaan yang dituliskan dalam dua rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana 
tinjauan hukum positif terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kasus 
peretasan situs tempo ?, serta bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap kebebasan 
berpikir dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo ?. 
Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 
dan jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Dengan beberapa bahan hukum sebagai data penelitian yang dikumpulkan dengan 
studi kepustakaan, lalu diolah, dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan 
dalam bentuk dekriptif. Beberapa data penelitian tersebut, berupa data primer, dan 
data sekunder. yang membahas terkait dengan pokok permasalahan dalam skripsi 
ini, seperti halnya tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. 
Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini bisa disimpulkan bahwa. 
Pertama, Kebebasan berpikir dan berpendapat ini, menurut hukum positif ada 
dalam pasal 28 UUD 1945, yakni “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan”. Serta pasal 28E ayat (3), yakni “tiap orang berhak atas 
kebebasan mengeluarkan pendapat”, dari dua pasal tersebut menegaskan hubungan 
erat antara kebebasan berpikir dan berpendapat. Lalu diatur lebih lanjut dalam 
pasal 23 ayat (2) UU HAM, yakni “tiap orang berhak mempunyai, dan 
menyebarkan pendapat, secara lisan atau tulisan dan melalui media cetak atau 
elektronik, yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, kepentingan umum, dan 
keutuhan bangsa”. Artinya kita harus melakukan kebebasan ini dengan penuh 
tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kasus peretasan situs tempo yang 
menghapus isi berita dan mengubah tampilan situsnya, hal ini bisa mengancam 
kemerdekaan pers sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam 
pasal 2 UU PERS. Kedua, Dalam tinjauan fiqh siya>sah berhubung degan siya>sah 
dusturiyah yang kajiannya cukup luas. Adapula kajian fiqh al-hurriyah tentang 
kebebasan, yang lebih dikenal dengan fiqh HAM. Kajian HAM ini selaras dengan 
tujuan syari’at (maqo>shid al-syari’ah), yang membahas terkait lima kemaslahatan 
(Al-Kulliyati Al-Khams) atau tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams), salah 
satunya hifdzu al-aqli (perlindungan terhadap akal). Kebebasan berpikir dan 
berpendapat ini sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap akal tersebut. 
Selaras dengan kesimpulan tersebut, maka dibutuhkan adanya tindak lanjut 
terhadap kemerdekaan pers, sebagai bentuk dari kebebasan berpikir dan 
berpendapat di Indonesia. Agar media informasi bisa lebih dinikmati adanya oleh 
publik, hingga kedaulatan rakyat bisa terwujud lebih baik lagi kedepannya nanti. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan salah satu bentuk 
dari hak asasi manusia, karena itulah hal-hal terkait kebebasan ini jadi 
cukup penting, apalagi bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Begitu 
pentingnya bagi pemerintah indonesia untuk menjamin perlindungan 
terhadapat kebebasan ini, hingga mencantumkannya dalam bab tersendiri 
di konstitusi negara indonesia, yakni tentang hak asasi manusia.  
Meskipun pada menjelang akhir tahun 2020 yang saat itu masih 
viralnya berita-berita terkait covid-19 serta berabagai polemik 
kepentingan lainnya, tidak seharusnya terjadi kasus peretasan terhadap 
beberapa situs berita, seperti halnya yang dialami oleh situs tempo, yang 
dikenal cukup gencar mengkritisi pemerintahan. Sebab itulah tidak 
sedikit warganet yang menilai bahwa kasus peretasan situs tempo 
tersebut dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 
Kebebasan berpikir dan berpendapat mendapatkan tempat 
tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di 
Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya demokrasi dalam suatu negara 
tidak lain ialah adanya jaminan perlindungan atas kebebasan berpikir dan 
berpendapat, maka sudah selayaknya bagi pemerintah selaku pengemban 
amanat rakyat agar senantiasa mendorong serta mengupayakan adanya 
penghormatan terhadap kebebasan tersebut. Sehingga harus siap 
 
































memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran 
pendapat media.1 
Agama Islam telah memberikan hak kebebasan berpikir serta 
mengeluarkan atau menyebarluaskan pendapat, namun dengan satu 
syarat, yakni hak itu digunakan dalam hal kebaikan, bukan sebaliknya. 
Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, QS : Ali Imran Ayat 104, yakni:2 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِرۚ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْْْيِ َوََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ  ن ْ
 َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
pada kebaikan, dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. 
 
Dengan demikian prinsip kebebasan mutlak jadi perlu untuk 
dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya, demi terjaminnya keutuhan 
masyarakat pluralistik. Beberapa kebebasan yang dibutuhkan oleh manusia 
ialah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari 
kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penganiayaan, dan 
kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.3 
Menurut Wahbah Al-Zuhayli, kebebasan mengeluarkan pikiran dan 
pendapat merupakan prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. 4 Prinsip 
ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan suatu kebenaran  tanpa  
 
1 Muhammad Iqbal, FIQH SIYA>SAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2007), 21. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977),12. 
3 Abu A’la Al-Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta :bumi aksara,2005), 30. 
4 J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madina Ditinjau Dari 
Pandangan Al Qur’an, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994),156. 
 
































takut pada siapapun, meski itu pemerintah sekalipun. Semakin jelaslah  bahwa  
kebebasan berpikir dan berpendapat  itu  telah  diakui  oleh  Islam. 
Kebebasan berpikir dan berpendapat sangat bergantung pada 
kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara. Tidak hanya memberikan 
kebebasan individu untuk berekspresi dalam berpikir dan berpendapat, 
namun juga kebebasan media ekspresi untuk bebas dari intervensi. Pada 
hakikatnya, Indonesia telah memiliki regulasi yang memberikan payung 
hukum dengan jelas bagi masyarakat untuk berpikir dan berpendapat, 
melalui media apapun tanpa adanya intervensi. Mengingat manusia itu 
merupakan makhluk individu, yang lahir dengan keinginan ataupun naluri 
sosial yang tinggi, sehingga mereka tidak bisa hidup sendiri, tanpa 
bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kesadaran inilah yang 
terus melekat (inheren) pada setiap individu. 
Sebagaimana telah diamanatkan konstitusi indonesia, UUD 1945 
bahwa negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional 
itu berdasarkan pada sistem demokrasi, yang bisa disebut kedaulatan 
rakyat. Karenanya di Indonesia, kebebasan berpendapat ini dijamin secara 
konstitusional yang termuat dalam Pasal 28 UUD  1945,5 bahwa 
kemerdekaan berserikat & berkumpul, serta mengeluarkan pikiran baik 
dengan lisan atau tulisan, ditetapkan dengan undang-undang.    
 
5 MPR RI, UnDang-unDang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  (Jakarta: sekretariat 
jenderal MPR RI, 2020), 152 
 
































Adapula dalam Pasal 28E ayat (3),6 berbunyi “setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian 
dipaparkan lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dipertegas lagi dalam pasal 2 
Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS), bahwa 
“kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan 
pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hokum”. Dengan demikian 
jelaslah bahwa kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat ini termasuk 
bagian dari hak asasi manusia. 
Dalam memenuhi hak-hak asasi tersebut, tiap manusia juga harus 
menghormati kebebasan orang lain, baik dari segi nilai-nilai moral, maupun 
keamanan dan ketertiban umum. Karenanya demi keutuhan serta kesatuan 
bangsa, jadi hal wajib bagi kita untuk saling menjaga dan menghormati adanya 
hak-hak asasi ini. Sehingga kita tidak boleh menghilangkan hak orang lain 
untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, serta 
mengeluarkan pikiran dan pendapat.  
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 28J UUD 1945,7 bahwa “Setiap 
orang wajib menghormati hak orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sehingga, kewenangan negara 
untuk mengatur, bisa dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih 
kondusif bagi terpenuhinya hak-hak asasi tersebut.  
 
6 Ibid, 156. 
7 Ibid. 160. 
 
































Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya Internet, 
merupakan sebuah gerbang dunia yang telah meningkatkan permintaan akan 
kebebasan berpikir dan berpendapat, serta hak-hak asasi manusia universal 
lainnya. Seperti halnya dengan memfasilitasi diskusi yang dinamis dan 
terbuka terkait berbagai topik dan dapat menghubungkan warga satu dengan 
lainnya juga dengan warga lainnya diseluruh penjuru dunia (borderless). 
Namun hal ini justru jadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi 
yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan 
memudahkan manusia, tapi juga menjadi sarana yang efektif bagi perbuatan 
yang diduga bisa mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat.  
Dengan Internet jadi lebih memungkinkan bagi seseorang dalam 
menyebarkan suatu informasi dalam situasi "real time". Dalam perspektif 
lainnya internet ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi massa 
sehingga dapat menciptakan ketakutan penguasa. Apalagi tidak sedikit cara 
yang bisa saja dilakukan oleh penguasa untuk melakukan pembatasan di 
Internet. Seperti halnya membatasi akses internet, aktivitas pemblokiran 
konten, memantau dan mengidentifikasi aktivis dan kritikus, serta 
kriminalisasi bagi orang yang menyatakan pikiran dan pendapatnya khususnya 
kritikan terhadap penguas. Hal semacam ini bisa disebut sebagai pelanggaran 
HAM yang membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat. 
Dalam ruang publik baru yang kini telah disesaki oleh pemberitaan dan 
perbincangan ini, para jurnalis bisa memainkan peran yang penting dalam 
upaya mencari kebenaran, dengan menganalisis sebuah tren atau isu, menjaga 
 
































kredibilitas, dan menyajikan berita untuk kepentingan publik. jelaslah bahwa 
kehadiran era digital, evolusi internet yang memunculkan bentuk media baru, 
serta membangkitkan jejaring sosial. Telah sangat berpengaruh dalam 
kehidupan manusia modern kini. Sayangnya dengan teknologi internet sebagai 
ciptaan manusia ini juga punya karakteristik yang mudah dieksploitasi oleh 
siapapun, khususnya yang ahli dalam bidang ini. Bahkan sampai kini, tidak 
jarang kita bertemu dengan berbagai bentuk kasus atau perkara yang diduga 
telah dapat mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat, seperti halnya 
yang terjadi pada media berita situs tempo.  
Umumnya peretasan ini merupakan tindakan menyusup (mengakses) 
pada komputer (situs atau blog) orang lain melalui program tertentu tanpa 
seizinnya. Sebenarnya peretasan ini merupakan kegiatan yang telah ada dan 
tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi komputer dan internet. 
Pada awalnya hacking ini bertujuan untuk meningkatkan performa, dan 
menguji sistem, atau mencari bug dari suatu program komputer dan internet. 
Sehingga bisa diketahui berbagai kelemahan dari sistem / produk software 
maupun hardware, singkatnya untuk meningkatkan kualitas produknya. 
Meski demikian tidak semua peretas punya niatan mulia, ada pula yang 
menyertakan kode berbahaya guna dapat mengakses paksa sistem dari sekedar 
iseng hingga yang memiliki tujuan tertentu. Karenanya tidaklah heran jika 
kemudian muncul berbagai kasus peretasan, apalagi akhir-akhir ini juga 
menimpa media berita. Sekalipun telah diatur dengan jelas bahwa siapapun 
 
































bisa berkomunikasi bebas, untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, 
maka hal ini bisa terancam sebab peretasan.  
Begiitupun pada masa pandemi COVID-19 ini aksi peretasan jadi 
terkesan semakin massif-nasional.8 Apalagi karakter targetnya masih sama, 
yakni beberapa pihak yang kritis terjadap kebijakan pemerintah. Selain 
menyerang individu, lembaga masyarakat dan situs web media massa juga 
turut jadi korban. Sebagai contoh atas target peretasan individu ini, telah 
dialami oleh Pandu Riono seorang pakar epidemologi pada 19 agustus 2020, 
mengaku bahwa akun twitternya telah diretas, yang lalu mengunggah foto 
dirinya bersama seorang perempuan disertai narasi bernadakan negatif.9 
Adapula kasus peretasan terhadap situs web media massa ialah seperti 
halnya yang dialami oleh tempo.co dan tirto.id pada jumat 21 agustus 2020. 
Peristiwa singkat atas peretasan yang terjadi pada situs web tirto.id ialah 
hilangnya beberapa artikel yang telah dihapus peretas, dua diantaranya 
berjudul “Berbagai Kejanggalan Obat Corona Dari UNAIR, BIN, Dan TNI 
AD”, serta “Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin 
Sains”. Isi naskahnya juga diacak-acak oleh peretas, dan diubah isinya jadi 
artikel tentang sambelit bayi. Kemudian beberapa hyperlink dalam tulisan 
itupun disasarkan atau dirujuk ke situs tempo.co.  
Sedangkan peristiwa singkat yang terjadi dalam kasus peretasan situs 
tempo.co, ialah peretas telah berhasil masuk ke dalam server dan mencoba 
 
8 Maya Ayu Puspitasari, "Peretasan Media Diduga Kuat Terencana Dan Masif", 
https://koran.tempo.co, diakses pada, 25 November 2020 
9 Ibid. 
 
































menghapus isi database namun upaya ini gagal, karenanya ia hanya mengganti 
tampilan dari laman situs web itu jadi gelap, yang disertai kalimat berikut 
“Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika 
jurnalistik yang benar, patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang 
BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok”.  Kondisi terakhir website ini telah 
pulih, sebab langsung diambil alih pihak terkait.10 Menurut Pemimpin Redaksi 
Tempo.co, Setri Yasra menduga bahwa peretasan ini disebabkan oleh salah 
satu berita Tempo, berjudul "influencer (seseorang yang punya banyak 
followers dan berpengaruh di medsos) yang dibayar untuk meng-kampanye-
kan Omnibus Law RUU Cipta Kerja".  
Dalam kasus “Peretasan Situs Tempo” ini tidak sedikit tokoh yang 
menilai bahwa aksi peretasan tersebut bisa dikategorikan sebagai upaya 
pembungkaman atas kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Direktur 
Eksekutif LBH Pers, Ade wahyudin menilai bahwa peristiwa ini sebagai 
bentuk gangguan nyata pembungkaman, khususnya pada pihak pers dalam 
menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial. Bila ada 
yang merasa dirugikan, bisa melalui mekanisme hak jawab atau mengadu ke 
Dewan pers. Menurut Choirul Anam (anggota Komnas HAM) menilai bahwa 
peretasan terhadap laman Tempo.co ini merupakan ancaman serius bagi 
demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Apalagi jika dilihat karakter-
karakter dari sasaran dalam peretasan tersebut ialah beberapa pihak yang kritis 
 
10 Aji santoso, “Peretasan Situs Web Meluas”, https://koran.tempo.co, diakses pada, 29 november 
2020. 
 
































terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, peretasan ini seakan-akan untuk 
memperingatkan media agar tidak lagi mengkritisi kebijakan pemerintah. 
Oleh karena itulah penulis jadi tertarik untuk membahas terkait dengan 
kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo, 
dengan mengangkat judul “tinjauan fiqh siya>sah dan hukum positif terhadap 
kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo”. 
Mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan media internet 
yang tidak bisa terlepas dalam era digital kini. Begitupun dengan adanya 
kepastian hukum terkait, demi terpenuhinya Hak Asasi Manusia, khususnya 
dalam hal kebebasan berpikir dan berpendapat. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan penulis paparkan 
beberapa identifikasi dan Batasan masalah yang hendak diteliti, yakni : 
1. Kebebasan berpikir dan berpendapat termasuk HAM 
2. Kebebasan berpikir dan berpendapat dalam perspektif Islam 
3. Relevansi kebabasan berpikir dan berpendapat dengan peretasan  
4. Tinjauan fiqh siya>sah  dan hukum positif terhadap peretasan situs tempo 
Dari beberapa identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini 
memberikan batasan masalah sebagai berikut :  
a. Tinjauan hukum positif terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat 
dalam kasus peretasan situs tempo 
 
































b. Tinjauan fiqh siya>sah terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat 
dalam kasus peretasan situs tempo 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang tercantum di atas. 
Terkait perumusan masalah yang hendak diteliti, antara lain : 
1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kebebasan berpikir dan 
berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo ? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap kebebasan berpikir dan 
berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka, yakni deskripsi ringkas yang memaparkan beberapa 
penelitian terdahulu dengan obyek kajian sama, yakni kebebasan berpikir dan 
berpendapat, sebagai rujukan dalam penelitian ini. Diantaranya:  
1. Skripsi berjudul “Tinjauan fiqh siya>sah dan yuridis terhadap isu 
#2019gantipresiden”, Trisa Azanima (Nim: C95215108). Membahas 
Kebebasan berpendapat terkait isu #2019gantipresiden, yakni sebuah 
fenomena dengan masyarakat yang menyuarakan suaranya baik di muka 
umum atau medsos. Hingga jadi perdebatan antara boleh tidaknya tagar 
#2019gantipresiden ini disebar-luaskan. Kebebasan berpendapat sendiri 
sudah ada regulasi sendiri, dengan dibolehkannya menyampaikan 
pendapat, namun tanpa menjelek-jelekan pihak lawan, dan tanpa unsur 
 
































sara. Maksud fikih siya>sah pada pembahasan ini tergolong dalam istilah 
tasri’iyah yakni yang bertugas memberikan hak secara adil.11 
2. Skripsi berjudul “Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media 
internet dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dari perspektif Hak Asasi Manusia” karya Aris 
Setyo Nugroho (Nim: E0005106). Menjelaskan bahwa dalam undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
belum bisa melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki 
oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media 
internet. Dalam UU ITE yang terkait kebebasan berpendapat hanya 
diatur dalam satu pasal dan hanya ada suatu larangan tanpa disertai hak. 
Berdasarkan itu, maka ketentuan tersebut dirasa masih mutitafsir, 
hingga butuh pengaturan lebih lanjut lagi.12 
3. Skripsi dengan judul “Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum 
Islam)”, karya Khairul Anam (Nim: 03360183). Dalam penelitian ini 
dijelaskan lebih rinci lagi terkait dengan peretasan (Hacking), yang pada 
dasarnya adalah cara untuk meningkatkan performa, menguji sistem, 
atau mencari bug suatu program komputer dan internet, untuk tujuan 
perbaikan. Tapi telah umum diketahui, hacking juga digunakan untuk 
melakukan kejahatan, hingga menimbulkan pro dan kontra dalam 
 
11 Trisa Azanima, “Tinjauan Fiqh Siya>sah Dan Yuridis Terhaap Isu #2019GANTIPRESIDEN”, 
(Skripsi—Universitas Islam NegriSunan Ampel, Surabaya, 2019), 4. 
12 Aris Setyo Nugroho, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari 
Perspektif Hak Asasi Manusia”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016). 
 
































penentuan peraturan yang ada, seperti dalam UU ITE. Merupakan 
pembelengguan pada aktivitas hacking  karena UU khusus ini diduga 
telah disusun atas ketidakmengertian (salah perspektif) pada hacking 
yang sebenarnya. Penyusun menyimpulkan bahwa hacking tidak bisa 
dikategorikan kegiatan terlarang, meskipun memiliki sisi negatif. 
Sehingga, UU ITE perlu merombak beberapa pasal terkait kegiatan  
hacking (termasuk penggunaan tool hacking) yang harus izin pada 
lembaga tertentu. Sedangkan hukum Islam lebih fleksibel menilai 
aktivitas hacking ini, dengan tidak mengikat hacker pada otoritas 
tertentu (lembaga pemerintah), serta hacking dibolehkan untuk 
mencapai kemaslahatan yang lebih besar (saddu aź-źarī’ah).13 
Berdasarkan pada telaah pustaka sebagaimana beberapa karya tersebut 
di atas, dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan karya 
sebelumnya. Yakni objek kajian dalam penelitian ini memberikan pembatasan 
kajian pada sebuah peristiwa hokum peretasan situs tempo. Ruang lingkup 
kajian penelitian ini ialah hukum positif di Indonesia, seperti UUD 1945, UU 
HAM, dan UU Pers. Dengan metode analisis kualitatif berupa deskriptif-
normatif, dengan teori hukum tata negara Islam (fiqh siya>sah), yang dibatasi 
pada teori politik perundang-undangan (siya>sah al-dusturiyah), khususnya 
dalam hal kajian prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat (Fiqh HAM). 
 
13 Khairul Anam “Hacking (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, (Skripsi—Universitas 
Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 14. 
 
































Dengan demikian berdasarkan pada penelusuran beberapa karya 
penelitian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini 
masih belum begitu banyak peneitian terkait dengan peretasan yang akan 
penulis teliti ini. Maka darin itu menurut hemat penulis, penelitian ini menjadi 
layak untuk diteliti lebih lanjut. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagaimana berikut ini : 
1. Untuk mengetahui tinjaun hukum positif terhadap kebebasan berpikir 
dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo. 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siya>sah terhadap kebebasan berpikir 
dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis 
maupun praktis, sebagaimana berikut : 
1. Secara Teoritiis  
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para civitas pengembangan 
Hukum Tata Negara pada umumnya. Terkhusus dalam hal terkait 
kebebasan berpikir dan berpendapat yang terdapat di Indonesia. 
2. Secara Praktis  
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua insan, khususnya para 
mahasiswa yang memilih program studi Hukum Tata Negara, agar lebih 
 
































memahami terkait perundang-undangan serta Fiqh Siya>sah, dalam hal  
kebebasan berpikir dan berpendapat yang terdapat di Indonesia. 
 
G. Definisi Operasional 
Dalam hal ini, memuat penjelasan berupa pengertian yang bersifat 
operasional dari konsep penelitian, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan 
dalam menelusuri, dan mengkaji konsep tersebut melalui penelitian.14 
Karenanya, dalam skripsi ini memiliki beberapa definisi operasional yang jelas 
terkait pokok kajiannya, sebagaiamana berikut : 
1. Fiqh Siya>sah 
Fiqh Siya>sah15 ini merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang 
membahas terkait pengaturan atas kepentingan manusia khususnya 
dalam kehidupan, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan sesuai syari’at Islam, demi menghindari terjadinya 
kemudharatan, untuk mewujudkan kemaslahatan bersama bagi manusia 
itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sosial bernegara. Dalam 
penelitian ini fiqh siya>sah yang dimaksud, berfokuskan pada prinsip 
kemerdekaan atau kebebasan yakni Fiqh Al-hurriyah yang lebih 
populernya dikenal dengan istilah Fiqh HAM. 
2. Hukum Positif 
 
14 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UINSA Surabaya, Petunjuk Penulisan 
Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9. 
15 M Dahlan Al-Barry dkk, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2005), 757. 
 
































Yakni Undang-undang yang berlaku di indonesia, sebagai bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya ialah undang-
undang dasar 1945 (UUD 1945), undang-undang nomor 39 tahun 1999 
tentang hak asasi manusia (UU HAM), dan undang-undang nomor 40 
tahun 1999 tentang pers (UU Pers). Dimaksudkan untuk menjamin 
kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana ketentuan 
dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945,  yang lebih lanjut termuat 
dalam pasal 23 ayat (2) UU HAM, juga dalam pasal 2 UU Pers. 
3. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat  
Kebebasan berpikir dan berpendapat ini merupakan merupakan 
bentuk kebebasan yang inheren pada tiap individu16, dan temasuk 
dalam bagian dari Hak Asasi Manusia secara universal. Dalam 
penelitian ini kebebasan berpikir dirujuk pada pasal 28 UUD 1945 
dengan istilah mengeluarkan pikiran, untuk kebebasan berpendapat ini 
diatur dalam pasal 28E ayat 3 dengan istilah mengeluarkan pendapat. 
Pada hakikatnya mengeluarkan pendapat di sini ialah menyampaikan 
gagasan atau pikiran secara logis sesuai konteks. Sehingga maksud 
kebebasan berpikir dan berpendapat dalam penelitian ini adalah 
mengeluarkan pikiran dan pendapat secara bebas, namun juga harus 
bertanggung jawab. Harus dijamin adanya demi terwujudya negara yang 
benar-benar demokratis. 
 
16 UnDang-UnDang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, cet. 
ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3. 
 
































4. Kasus Peretasan Situs Tempo 
Kronologi singkat kasus ini adalah peretas telah masuk dalam 
server dan mencoba menghapus database tapi upaya ini gagal, lalu ia 
hanya mengganti tampilan laman situs web jadi gelap disertai kalimat 
“Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika 
jurnalistik yang benar, patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG 
yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok”.  Kondisi terakhir dari 
situs ini telah pulih, karena langsung diambil alih pihak terkait.17 Dalam 
penelitian ini terdapat hubungan erat antara kebebasan berpikir dan 
berpendapat dengan kasus peretasan situs tempo. Patut diduga hal ini 
bisa mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat, melihat kejadian 
semacam ini semakin massif-nasional, dengan target korban yang suka 
memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
diantaranya, sebagaimana berikut ini : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian 
normatif. Penelitian normatif yang dimaksud ialah penelitian dengan 
objek kajian perihal norma / kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan 
 
17 Aji santoso "Peretasan Situs Web Meluas", https://koran.tempo.co, diakses pada, 26 November 
2020 
 
































perundang-undangan, dan yurisprudensi.18 Singkatnya Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang 
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta data-data sekunder.19 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode 
deskriptif ialah sebuah metode dalam meneliti suatu objek dengan 
membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis 
dan objektif mengenai fakta, sifat, ciri-ciri, serta hubungan antar unsur 
yang ada atau fenomena tertentu.20 
2. Bahan Hukum 
Adapun yang dimaksud Bahan Hukum dalam penelitian ini ialah 
dari mana sumber data diperoleh, yaitu terbagi menjadi dua bagian, 
yakni bahan hukum primer, dan sekunder. Dengan demikian bahan 
hukum akan diklasifikasikan sebagaimana berikut ini : 
a. Sumber Primer 
Bahan hukum primer ialah yang diperoleh langsung dari 
sumber penelitian21, diantaranya : 
1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 dan pasal 28E (3), 
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, 
yakni pasal 23 ayat (2) UU HAM, dan 
 
18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 33-35. 
20 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif BiDang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 58. 
21 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
2007), 12. 
 
































3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, 
yakni pasal 2 UU Pers. 
b. Sumber Sekunder 
Meliputi semua publikasi terkait hukum selain dokumen 
resmi. Seperti halnya buku, kamus, dan jurnal hukum, serta berita 
di media masa, juga komentar ahli hukum, dan lain sebagainya.22 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah studi kepustakaan (library research), yakni suatu 
metode dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, diperoleh dari buku-
buku pustaka ataupun bacaan lain yang memiliki keselarasan dengan 
pokok permasalahan, kerangka, ataupun ruang lingkup permasalahan. 
Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-
bahan kepustakaan baik yang berupa peraturan perundang-undangan, 
buku, skripsi / penelitian hukum, surat kabar, artikel / jurnal hukum, 
serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan judul penelitian, 
dan bisa menunjang penyelesaian atas penelitian ini. 
4. Teknik Pengelolahan Data 
Setelah seluruh data terkumpulkan, kemudian akan dianalisis 
dengan beberapa tahapan sebegaimana berikut ini :23 
 
22 J.Moelang, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), 112- 116. 
23 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Darurat Praktek (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50. 
 
































a. Penyuntingan, dengan memeriksa kembali semua data yang telah 
diperoleh, baik dari segi kevalidan, kelengkapan, dan kejelasan. 
b. Memahami makna keselarasan yang relevan antara data primer 
dan data sekunder, perihal kemerdekaan pers dengan peretasan 
situs tempo dalam tinjauan fiqh siya>sah serta yuridis. 
c. Penyusunan (Organizing), dengan menyusun secara sistematis 
atas beberapa data yang telah diperoleh perihal tinjauan fiqh 
siya>sah terhadap peretasan situs tempo menurut yuridis. 
d. Analyzing, yakni menganalisis tinjauan dari fiqh siya>sah terhadap 
peretasan situs tempo menurut yuridis. Dengan merangkum 
sejumlah data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data, 
lalu menjabarkannya menggunakan sudut pandang penulis, 
sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan.24 
5. Teknik Penyajian Data 
Menggunakan teknik penyajian data deksriptif. Berupa pencarian 
fakta dengan tafsiran yang tepat, untuk memberi deskripsi, atau 
gambaran yang factual, sesuai dengan fenomena yang diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Dengan diperolehnya beberapa data dan bahan hukum tersebut, 
kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini 
untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 
 
24 Amiruddin Dan Zainal Abidin, Pengatar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2006), 107. 
 
































kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa 
dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.25  
Ringkasnya pada penelitian hukum normatif ini, dengan analisis 
yang mengacu pada data bahan hukum, serta memanfaatkan teori yang 
ada sebagai bahan pendukung, hingga menghasilkan suatu teori. 
Sehingga penulis menganalisis penelitian ini dengan mengunakan 
metode kualitatif, serta memberikan beberapa deskripsi terkait dengan 
“Tinjauan Fiqh Siya>sah Dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan 
Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo”. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian 
besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan 
jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, 
diantaranya sebagaimana berikut ini :  
Bab pertama, akan membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari, 
latar belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini, 
identifikasi dan batasan masalah berisi klasifikasi penelitian terkait 
kemerdekaan pers dan massifnya kasus peretasan, hingga menghasilkan dua  
butir Rumusan Masalah yakni tinjauan Fiqh Siya>sah dan hukum positif 
terhadap kasus peretasan situs tempo, Kajian Pustaka, dua Tujuan Penelitian, 
 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Alfabeta, bandung, 2009), 15. 
 
































dua Kegunaan Hasil Penelitian, kemudian Definisi Operasional, dengan 
Metode Penelitian kualitatif, terakhir Sistematika Pembahasan. 
Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni terkait tinjauan umum 
mengenai fiqh siya>sah, meliputi bahasan tentang pengertian, dan ruang 
lingkupnya, serta fiqh siya>sah dusturiyah. Kemudian membahas konsep dasar 
HAM, khususnya terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat. 
Bab ketiga, berisi Data Penelitian yang memuat deskripsi data, 
berkenaan dengan variabel yang diteliti dan dikaji secara objektif, tanpa 
dicampur opini peneliti. Dalam bab ini memaparkan tentang peristiwa hukum 
yakni peretasan situs tempo,serta hubungan kebebasan berpendapat dengan 
peretasan tersebut. Akan dipaparkan sejelas mungkin terkait dengan peretasan 
itu, termasuk pengertian dan beberapa hal yang terkait. 
Bab keempat, yakni Bab Analisis data yang memuat analisis data 
penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. 
Dalam bab ini membahas perihal tinjauan fiqh siya>sah dan Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS terhadap kebebasan berpendapat dalam 
kasus peretasan situs tempo. 
Bab kelima, merupakan Bab Penutup yang memaparkan kesimpulan dan 
saran. Berupa kesimpulan sebagai jawaban ringkas yang tidak memuat hal-hal 
baru di luar permasalahan, serta memperhatiakan relevansi antara rumusan 
masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi 
tindak lanjut penelitian maupun rekomendasi terkait dengan topik 
pembahasan dalam skripsi ini.  
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BAB II 
KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT 
DALAM FIQH SIYA>SAH 
 
A. Konsep Umum Tentang Fiqh Siya>sah 
1. Fiqh siya>sah pengertian dan ruang lingkup 
Secara bahasa (etimologis) kata "fiqh" ini bentuk mashdar dari 
tashrifan dalam istilah Arab faqaha - yafqahu – fiqhan, yang secara 
leksikal berarti paham dan mengerti. Sebagai istilah yang dipakai 
khusus pada bidang hukum dan yurisprudensi Islam. Melihat semua kata 
“fa qa ha” dalam al-Quran, jika kata “paham” bisa digunakan untuk hal-
hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh ini berati suatu paham yang 
menyampaikan ilmu zhahir pada ilmu bathin.1  
Sedangkan secara istilah (terminologis), menurut para ulama 
syara', ialah sebuah ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang 
bersifat amaliyah, da diperoleh dari dalil-dalil hukum yang tafshil 
(terinci), yakni hukum khusus yang diambil dari sumber hukumnya, 
seperti Al-Qur'an dan Al-Sunnah. 
Menurut Imam Al-Turmudzi, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, 
menjelaskan bahwa fikih tentang sesuatu itu memiliki makna untuk 
mengetahui hakikat tentang sesuatu itu sampai pada hal-hal yang 
mendalam. Sehingga fiqh menurut bahasa ialah  pemahaman dan 
 
1 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), 59. 
 
































pengertian yang mendalam terhadap maksud dari perkataan dan 
perbuatan manusia berdasarkan syari'at Islam.2 
Secara bahasa kata "siya>sah" ini ada dua pendapat yang berbeda. 
Pertama, yang dianut Al-Maqrizy, menyatakan siya>sah berasal dari 
bahasa mongol, dari kata yasah yang mendapatkan imbuhan huruf sin 
berbasis kasrah sebelum kata yasah, sehingga dibaca siya>sah. 
Didasarkan pada kitab undang-undang jengish-khan berjudul ilyasa, 
yang berisi hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, 
yang dianut oleh Ibnu manzhur, menyatakan bahwa siya>sah berasal dari 
bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa - yasusu - 
siyasatan, yang berarti mengatur, memelihara, mengurus, dan 
memerintah yang bersifat kenegaraan dan politis.3 
Sedangkan secara istilah (terminologi) ada perbedaan pendapat 
dari kalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Manzhur siya>sah 
bermakna mengatur sesuatu guna membawa pada kemaslahatan.4 
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siya>sah merupakan undang-undang 
yang dibuat untuk mengatur dan memelihara ketertiban / kemaslahatan 
dalam berbagai hal. Menurut Abdurrahman siya>sah ini merupakan 
hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan 
dengan negara lain.5 Menurut Husain Fauzy Al-Najjar, siya>sah 
 
2 Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bandung, Prenada Media: 2003), 5. 
3 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 5. 
4 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siya>sah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1997), 21-22. 
5 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7. 
 
































merupakan pengaturan kepentingan dalam pemeliharaan kemaslahatan 
rakyat dalam pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin 
terciptanya kebaikan bagi mereka.6 
Pada hakikatnya beberapa definisi tersebut sama, bahwa siya>sah 
berkaitan dengan mengurus dan mengatur setiap urusan manusia dalam 
kehidupan bernegara agar bisa membimbing mereka menuju pada  jalan 
kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.7  
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fiqh siya>sah merupakan 
sebuah konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan 
(secara Islami) dalam bangsa dan negara untuk mencapai kemaslahatan 
dan mencegah kemudharatan. Karenanya fiqh siya>sah dalam arti populer 
disebut pula sebagai ilmu hukum tata negara, dalam tatanan ilmu agama 
Islam dan pranata sosial Islam.8 
Dalam uraian tersebut di atas telah tergambar bahwa fiqh siya>sah 
ini merupakan bagian dari ilmu Fikih. Namun obyek pembahasannya 
tidak hanya terfokus pada satu aspek ataupun satu bidang saja. Terkait 
ruang lingkup fiqh siya>sah ini para ulama memiliki pendapat yang 
berbeda-beda, menurut Imam al-Mawardi terbagi dalam lima bidang, 
yaitu Siya>sah Dusturiyah, Ma>liyah, Siya>sah Qadhaiyah, Siya>sah 
Harbiyyah, Siya>sah Idariyyah.9 
 
6 Muhammad Iqbal, FIQH SIYA>SAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2007), 4. 
7 Muhammad Iqbal, FIQH SIYA>SAH ..., 5. 
8 J Suyuti Pulungan, Fiqih Siya>sah ..., 22-23. 
9 Mahfudz, Fikih Sosial Antara Konsep Dan Implementasi (Surabaya: Kista, 2007), 576. 
 
































Sedangkan Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkupnya dalam 
empat bidang, yakni Siya>sah Qadhaiyyah, Siya>sah Idariyah, Siya>sah 
Maliyyah, Siya>sah dauliyyah atau Siya>sah Kharijiyyah. Adapun Abdul 
Wahhab Khallaf membaginya dalam tiga bidang, yakni Siya>sah 
Qadhaiyyah, Siya>sah Dauliyah, Siya>sah Maliyah. Sementara itu 
menurut T.M. Hasbi membaginya 8 bidang, yakni politik pembuatan 
dan pelaksanaan perundang-undangan, hukum, peradilan, moneter, 
administrasi, hubungan internasional, dan politik peperangan.10 
Melihat berbagai perbedaan pendapat tersebut, terkait dengan 
ruang lingkupnya fiqh siya>sah bisa diklasifikasikan dalam tiga bidang 
pokok, sebagai berikut : 
a. Siya>sah dusturiyyah, (politik perundang-undangan) 
Mengkaji berbagai hal terkait dengan penetapan hukum 
(tashri’iyyah) oleh lembaga legislatif, kemudian lembaga 
peradilan (qadhaiyyah) oleh yudikatif, serta administrasi 
pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. 
b. Siya>sah dauliyah / Siya>sah kharijiyah, (politik luar negeri) 
Meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim 
dengan non-muslim yang bukan warga negara. Seperti halnya 
politik peperangan (siya>sah harbiyah), yang mengatur etika 
 
10 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siya>sah Syar'iyah, (Yogyakarta, Madah: 1974), 8. 
 
































berperang, dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman 
perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 
c. Siya>sah maliyah, (politik keuangan dan moneter) 
Membahas aset, baik sumber keuangan negara, maupun 
pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, serta 
kepentingan / hak publik, seperti pajak, dan perbankan.11 
 
2. Fiqh siya>sah dusturiyah 
Secara bahasa (etimologis) kata "dusturiyah" bersal dari bahasa 
Persia "dustur", yang mulanya bermakna seseorang yang berotoritas, 
baik bidang politik maupun agama. Selanjutnya, kata ini digunakan 
untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka bumi) Zoroaster 
(kaum majusi). Hingga kemudian mengalami penyerapan dalam bahasa 
Arab, yakni kata "dustur" yang berkembang maknanya menjadi asas 
dasar atau pembinaan.12 Sedangkan "dusturiyah" secara istilah 
(terminologi), bermakna sekumpulan kaedah dasar yang mengatur 
hubungan kerja sama antar warga dalam sebuah negara, baik yang 
tertulis (konstitusi) maupun tidak (konvensi).13 
Menurut Abu A’la al-Maududi memaknai dustur itu sebagai suatu 
dokumen berisikan prinsip-prinsip pokok yang jadi landasan pengaturan 
 
11 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam ..., 15-16. 
12 T. M. Hasbi Al-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta, Bulan: 1974), 26. 
13 Ibid, 22. 
 
































dalam suatu negara, seperti halnya peraturan perundang-undangan, serta 
adat istiadat yang tumbuh dalam kehidupan bernegara.14 
Dengan demikian bisa disimpulkan fiqh siya>sah dusturiyah ialah 
fiqh siya>sah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan 
lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara 
yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 
Siya>sah Dusturiyah ini bagian dari Fiqh Siya>sah perihal masalah 
perundang-undangan suatu negara agar sejalan dengan nilai-nilai 
syari’at Islam, yakni mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam 
beberapa prinsip Islam dan hukum syari’at yang disebutkan di Al-
Qur’an dan Al-Hadist, baik akidah, akhlak, muamalah maupun berbagai 
hubungan lainnya.  
Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-
Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia dari tiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, 
tanpa melihat perbedaan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan serta 
agama. Dengan demikian adanya tujuan dari dibuatnya peraturan 
perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan 
memenuhi kebutuhan manusia dalam prinsip Fiqh Siya>sah bisa tercapai. 
Dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga serta 
hak-hak warganya yang wajib dilindungi oleh suatu negara.15 
 
14 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah‚Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2004), 52. 
15 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah ..., 177. 
 
































Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang dari terciptanya 
struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang 
menjamin tegaknya sistem hukum serta berfungsinya sistem demokrasi. 
Dilihat dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat ini 
diorganisasikan dengan sistem pemisahan kekuasaan (the separation of 
power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power).16 
Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya 
struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan ialah 
dengan berdasarkan pada beberapa prinsip tertentu yang telah 
ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. 
Pada prinsip yang pertama ialah bahwa seluruh kekuasaan di alam 
semesta ini ada pada Allah sebagai penciptanya. Sedangkan prinsip 
kedua ialah bahwa hukum Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam 
Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penjelasan dari Al-Qur'an.17 
Dalam sejarah hukum tatanegara Islam, kajian ini terbagi dalam 
empat bentuk, sebagaimana berikut ini : 
a. Bidang siya>sah tashri’iyyah, yang membahas hubungan muslim 
dan non muslim dalam satu negara, baik di Undang-Undang Dasar, 
UU, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 
Singkatnya, mengkaji kekuasaan pemerintah Islam dalam 
 
16 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah ..., 47. 
17 Hakim Javid Iqbal, Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet III, (Bandung : Mizan, 1996), 57. 
 
































membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan pada 
masyarakatnya berdasarkan pada ketentuan dalam syari'at Islam.18 
b. Bidang siya>sah tanfidhiyah, dalam bidang ini membahas persoalan 
terkait dengan hal-hal seperti imaamah, bai’ah, wizaarah, waliy al-
ahadi, dan lain sebagainya.19 Berdasarkan ketentuan dalam Al-
Qur̀an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati 
ulu al-amri, asalkan ia mentaati Allah SWT, dan Rasul-Nya, serta 
menjauhi perbuatan dosa. 
c. Bidang siya>sah qadha’iyah, yang membahas terkait dengan 
permasalahan dalam lingkup peradilan. Berdasarkan kamus ilmu 
politik, yudikatif ini merupakan suatu kekuasaan yang 
berhubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. 
d. Bidang siya>sah idaariyyah, Dalam bidang ini bahasannya 
berkaitan dengan administratif negara dan kepegawaian.20 
Selain dari empat bidang tersebut di atas, ada pula yang 
berpendapat bahwasanya kajian dalam bidang siya>sah dusturiyyah ini 
bisa dibagi dalam empat macam, antara lain :21 
a. Konstitusi, atas berbagai bentuk peraturan yang di dalamnya 
mengkaji perihal sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan 
 
18 Muhammad Iqbal, Fiqih Siya>sah ..., 62. 
19 Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, Cet II, (Bandung : Mizan, 1993), 247. 
20 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah ..., 48. 
21 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam …, 25-27. 
 
































dalam negara, baik berupa sumber material, sejarah, perundang-
undangan maupun sumber penafsiran.  
b. Legislasi, disebut pula dengan sulthah al-tashri’iyyah, Merupakan 
salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam yang 
membentuk dan menetapkan hokum dalam mengatur masalah 
kenegaraan. Kewenangan lainnya seperti al-tanfidziyyah, 
(eksekutif), dan al-qadhaiyyah, (yudikatif). 
c. Ummah, diartikan sebagai bangsa, rakyat, kaum yang bersatu atas 
dasar iman, beragama maupun pengikut Nabi SAW, khalayak 
ramai dan umum, serta seluruh umat manusia.  
d. Shura (Demokrasi), berasal dari tashrifan arab, shawara-
mushawaratan, yang artinya mengeluarkan madu dari sarang 
lebah. Dalam leksikal Indonesia disebut musyawarah yang 
singkatnya bermakna segala sesuatu yang diambil atau 
dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. 
3. Sumber hukum 
Terdapat beberapa sumber hukum dari fiqh siya>sah dusturiyah, 
yakni Al-Qur’an, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan 
berbagai prinsip dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Kemudian Al-hadits, khususnya hadits-hadits yang berhubungan dengan 
 
































imamah serta berbagai kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam 
menerapkan hukum di negeri Arab.22  
Berbagai kebijakan dari Al-Khulafa' Al-Rasyidin dalam 
mengendalikan pemerintahannya. Meskipun mereka punya perbedaan 
dalam kebijakan pemerintahannya sesuai  pembawaan karakteristiknya 
masing-masing, namun masih ada alur kesamaan kebijakan mereka, 
yakni ber-orientasikan sebesar-besarnya pada kemaslahatan bersama. 
Serta hasil ijtihad dari para 'Alim Ulama' juga sangat membantu dalam 
memahami prinsipnya, untuk mencapai kemaslahatan umat yang harus 
terjamin dan terpelihara dengan sebaik mungkin. Begitupun adat 
kebiasaan yang tumbuh dan hidup dalam suatu bangsa, tentunya yang 
tidak bertentangan dengan nilai al-quran dan al-hadits. Biasanya adat 
kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut dengan konvensi.23 
 
B. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Prespektif Barat 
1. Devinisi HAM 
Secara terminologis (istilah), dalam Inggris, istilah HAM ini 
dikenal dengan istilah citizens’ rights, collective rights, fundamental 
rights, dan human rights. Istilah Human Rights inilah yang dianggap 
paling komprehensif, sebab bisa melingkupi semua aspek dari HAM, 
baik internasional maupun nasional. Sedangkan “Fundamental Rights” 
lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah “Citizens’ Rights” termuat 
 
22 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah ..., 53. 
23 Mukhtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Bandung: Alumni, 1971), 157. 
 
































dalam deklarasi Prancis 1789  (Declaration des droits de I’Homme et du 
Citoyen), dinilai masih meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, dan 
sedikit dari hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Untuk 
terminologi “collective rights” dimuat dalam African Charter on Human 
and Peoples Rights 1981, yang intinya menegaskan perbedaan antara 
individual dan collective rights.  
Diantara empat istilah itu, human rights (hak asasi manusia) yang 
dianggap sebagai terminology paling komprehensif, dan memadai dalam 
praktiknya. Jan Meterson dari Komisi HAM PBB berpendapat bahwa 
HAM ini merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya 
manusia mustahil bisa hidup sebagai manusia.24 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” ini 
berarti benar, milik, kewenangan yang benar atas / untuk berbuat / 
menuntut sesuatu, juga bermakna derajat atau martabat manusia. 
Sedangkan kata “hak asasi” ini berarti hak yang dasar / pokok. Pada 
hakikatnya, makna hak asasi ini berasal dari bahasa Arab, dengan 
gabungan dua kata, yakni “hak” dan “asas”. Kata asas berarti dasar / 
pondasi. Sedangkan kata “hak”, dalam kamus Lisan al-Arab, bermakna 
ketetapan, kewajiban, dan yang benar. Sedangkan dalam terminologi 
fiqh, istilah “hak”, bermakna suatu kekhususan yang ditetapkan syara’ 
dengan kekuasaan bertanggung jawab.  
 
24 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam 
Islam (Malang: Setara Press, 2015), 28-29. 
 
































Dengan demikian, secara etimologis, kata “hak” bukan hanya 
bermakna sesuatu yang bisa diperoleh, namun juga yang harus diberikan. 
Karenanya, sebagian ahli menafsirkan bahwa HAM ini beraspek dua hal, 
yakni hak dan kewajiban sebagai manusia. Menurut al-Maudidi, hak 
asasi manusia ialah pokok-pokok yang diberikan Tuhan pada tiap insan, 
tanpa melihat perbedaan yang ada diantara mereka, hingga hak ini tidak 
bisa direbut oleh siapapun maupun lembaga manapun.25 
Di Indonesia, pengertian dari HAM ini termuat dalam Undang-
Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dalam pasal 1 ayat 1 
menyatakan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
2. Sejarah HAM 
Ideologi perihal HAM ini telah muncul beberapa abad sebelum 
Masehi. Raja Babylonia 1792-1750 SM, ternama Hammurabi, telah 
menetapkan peraturan, yakni kode Hammurabi untuk memberantas 
kesewenangan penguasa dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.  
Menurut Plato (428-248 SM), kesejahteraan baru akan tercapai 
jika tiap warga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masingnya. 
 
25 M. Rosyid Fauzi, et al., Pengadilan HAM Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam 
(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21-23. 
 
































Aristoteles (348-322 SM) menggagas, bahwa negara yang baik itu yang 
memperhatikan dan peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Menurut 
prespektif barat, gagasan HAM muncul pada abad ke-17 dan 18 masehi, 
sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja dan kaum feudal terhadap 
rakyat yang mereka perintah & diperkerjakan.  
Rumusan HAM muncul di Inggris atas terbitnya Magna Carta 
pada abad ke-17 / 15 Juni 1215, yang menegaskan batasan-batasan 
terhadap kekuasaan raja, dan jaminan terhadap hak-hak dasar 
masyarakat. Serta Bill of Rights 1689, yang membatasi kekuasaan dan 
menghapus kekuasaan raja yang sewenang-wenang, menyiksa, 
memenjara, juga ketentuan untuk melindungi hak / kebebasan individu.  
Dalam skala internasional, perkembangan HAM ini terjadi setelah 
dunia mengalami kehancuran sebab Perang Dunia II. Terbentuknya PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa), organisasi internasional pada 1945 juga 
berpengaruh sangat besar. Dengan adanya pengakuan HAM dalam 
piagam PBB (United Nations Charter), serta tujuan didirikannya PBB, 
yakni untuk menjamin dan melindungi HAM secara internasional. Atas 
disahkannya Deklarasi Universal HAM (Universal of Human Rights), 
pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB. 
Kemudian pada 1966 ditetapkan perjanjian internasional (treaty), 
terkait mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yakni Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International 
Convenant on Civil and Politic Rights / ICCPR), atau istilah lainnya 'the 
 
































International Bill of Human Rights‛. Dengan mekanisme internasional 
ini maka dapat melindungi HAM secara efektif.26 
Lebih lanjut di Indonesia, memuat perlindungan terhadap HAM 
ini dalam Konstitusi Negara, yakni UUD 1945, dari sebelum sampai 
setelah di-amandemen sebanyak empat kali pada era reformasi. Pada 
alinea pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, 
kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan, 
sebab tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan. Selain itu, 
rumusan HAM termuat di peraturan lainnya, seperti Tap MPR No. XVII 
Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap 
HAM, Piagam HAM Nasional, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
dan lebih khusus termuat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.27 
3. Teori HAM 
Terdapat beberapa teori terkait dengan HAM, sebagaimana 
berikut:28 
a. Teori Kodrati (natural rights theory), dalam teori ini, HAM 
bermakna hak-hak yang dimiliki tiap manusia kapanpun dan di 
manapun, sebab manusia dilahirkan sebagai manusia. Menurut 
gagasan Jhon Locke, pengakuan HAM tidak diperlukan, baik dari 
pemerintah atau sistem hukum, sebab HAM bersifat universal. 
 
26 Andre Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5-6. 
27 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945 (Depok: PrenadaMedia Group, 2017), 820. 
28 Andrey Sujatmoko, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter …, 8. 
 
































Menurutnya, tiap individu dikaruniai hak yang melekat dan tidak 
bisa dikurangi oleh siapapun Kemudian Thomas menjelaskan 
hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna, 
dan bisa diketahui melalui penggunaan nalar manusia..29 
b. Teori Positivisme (positivist theory), yang dengan tegas menolak 
pandangan teori kodrati, sebab sumbernya dinilai tidak jelas, 
tanpa bisa dibuktikan. Menurut teori ini suatu hak haruslah punya 
sumber yang jelas. Singkatnya hak harus tertuang dalam hukum 
yang bersifat rill (nyata), hingga jelas sebagai hak dengan jaminan 
konstitusi. Para pengikut teori ini menjelaskan bahwa Hak tidak 
datang dari alam maupun  moral, eksistensinya hanya bisa diatur 
dan dijamin oleh hukum yang berlaku pada suatu negara.30 
c. Teori Relativis Kultural (cultural relativist theory), teori ini 
melihat bahwa manusia merupakan hasil produk dari beberapa 
aspek lingkungan baik sosial, maupun budaya, inilah yang 
membuat tiap manusia jadi berbeda-berbeda. Kesimpulannya, 
hak-hak yang dimiliki oleh manusia kapanpun dan di manapun, 
itulah hak yang membentuk menusia dalam lingkungan sosial 
(desocialized) maupun lingkungan budaya (deculturalized).31 
 
 
29 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM …, 32-33. 
30 Ibid, 33. 
31 Andrey Sujatmoko, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter …, 10. 
 
































C. Rumusan HAM Tentang Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
1. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948 
Pada abad ke-20, Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano 
Roosevelt merumuskan empat macam HAM yang dikenal dengan, 'The 
Four Freedoms‛, yakni, freedom of religion (kemerdekaan memilih 
agama), freedom from fear (kemerdekaan dari rasa takut), freedom from 
want (kemerdekaan dari kekurangan), dan Freedom of speech 
(kemerdekaan berpikir dan berpendapat). Pemikiran inilah yang menjadi 
acuan utama dari terbentuknya DUHAM atau UDHR (Universal 
Declaration of Human Rights), pada tahun 1948.32 
Secara keseluruhan, DUHAM ini memuat 30 pasal atas dua bagian 
yakni. memuat hak-hak sipil dan politik (sipol), seperti hak untuk hidup, 
kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan dari penganiayaan dan 
perbudakan, partisipasi politik, hak-hak atas harta benda, perkawinan, 
kebebasan untuk menyatakan agama, pikiran, pendapat, dan kebebasan 
untuk berkumpul dan bersidang (pasal 3-21), serta ekonomi, sosial dan 
budaya (eksosbud), terkait dengan pekerjaan, tingkat kehidupan yang 
pantas, pendidikan, dan kebebasan hidup berbudaya. (pasal 22-27). 
Dalam pasal 1 menyatakan bahwa tiap orang dilahirkan merdeka 
yang sama martabat serta hak-haknya, dengan dikaruniai akal budi dan 
hati nurani, harus bertindak saling menghormati antar sesama dan 
 
32 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM …, 20. 
 
































menjunjung tinggi persaudaraan. Lalu dalam pasal 2 berbunyi, tiap 
orang punya hak dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi 
ini tanpa perbedaan apapun, baik ras atau suku suku, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, maupun ideologi atau paham politik dll. Kedua 
pasal tersebut merupakan hakekat utama dari hak asasi manusia dalam 
Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948.33 
Kebebasan berpikir dan berpendapat ini merupakan hak mendasar 
yang fundamental dan universal bagi manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 
19 DUHAM, yang menyatakan bahwasanya “tiap orang memiliki hak 
atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, yang melingkupi 
kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya 
intervensi, serta untuk mencari, menerima dan menyampaikan suatu 
informasi maupun buah pemikiran, dengan melalui media apapun dan 
tanpa memandang batasan wilayahnya”. 
2. ICCPR (International Convenant Civil and Politic Rights) 
Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Convenant Civil and Politic Rights), ini merupakan salah 
satu konvenan yang telah disepakati dan ditetapkan pada sidang Majelis 
Umum PBB pada 16 Desember 1966, dan disebut sebagai Undang-
Undang Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights). 
Pada dasarnya, konvenan ini memuat ketentuan terkait pembatasan 
 
33 M. Rosyid, et al., Pengadilan HAM Di Indonesia …, 31. 
 
































penggunaan kewenangan oleh aparatur represif negara. Karenanya, hak-
hak yang diatur disebut juga hak-hak negatif (negatif rights). Yakni hak-
hak dan kebebasan itu akan terpenuhi jika peran negara dibatasi. 
Kovenan ini bertujuan untuk menjamin, serta melindungi hak dan 
kebebasan perindividu terkait dengan keamanan pribadi, proses hukum, 
juga partisipasi, keyakinan dan kebebasan politik.  
Dalam preambule perjanjian internasional konvenan ini telah 
dirumuskan “these right derive from inherent dignity of human person“ 
(hak-hak itu berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia). 
Hak-hak yang inisifatnya sangat mendasar dan asasi (fundamental) 
dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia bisa 
berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita, serta martabatnya.34 
Substansi muatan isi dari dari konvenan Hak Sipil dan Politik ini 
diantaranya, 1) Hak hidup; 2) bebas dari penyiksaan atas perlakuan 
hukuman yang kejam, tidak manusiawi maupun penghinaan; 3) tidak 
diperbudak; 4) kebebasan dan keamanan pribadi; 5) mendapatkan 
perlakuan sama dihadapan pengadilan dan peradilan; 6) bebas dari 
pemidanaan yang berlaku surut; 7) sebagai subyek hukum; 8) kebebasan 
berfikir, berkeyakinan dan beragama; 9) berpendapat, berkumpul dan 
berserikat; 10) menikah dan berkeluarga; 11) Hak anak atas segala 
peraturan perlindungan yang diperlukan statusnya, untuk didaftarkan, 
 
34 Miriam Budiardjo. Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996). 140. 
 
































diberi nama setelah lahir, memperoleh kewarganegaraan; 12) ikut serta 
dalam pelaksanaan pemerintahan; 13) memilih dan dipilih melalui 
pemilu yang bebas; 14) memperoleh akses pada pelayanan umum atas 
dasar persamaan dalam arti umum; dan 15) hak persamaan kedudukan 
dihadapan hukum (non-diskriminatif). 
Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ini 
telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant on Civil 
and Politic Rights (Hak Sipil dan Politik), yang mengatur beberapa Hak 
Sipil dan Politik, diantaranya hak menentukan nasib sendiri, untuk 
hidup, tidak diperbudak dan kerja paksa, kebebasan dan keamanan 
pribadi, kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggalnya 
dalam wilayah, berkedudukan sama di hadapan pengadilan dan badan 
peradilan, kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, berpendapat 
tanpa campur tangan, untuk berkumpul secara damai, kebebasan untuk 
berserikat, ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, dan hak 
untuk memilih dan dipilih pada pemilu.35 
 
D. Kebebasan Berpiki dan Berpendapat di Indonesia 
Pada tahun 1990-an sejak dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) sebagai akibat masuknya Indonesia dalam Komite 
HAM PBB. Menjelang Kongres HAM sedunia di Wina tahun 1993, eksistensi 
 
35 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih 
Siya>sah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 201. 
 
































HAM tidak bisa lagi ditolak dan dikesampingkan pemerintah. HAM kemudian 
menjadi bagian dari politik hingga jadi bagian dari hubungan internasional.  
Hans Kelsen merumuskan konsepsi dari negara hukum (rechtsstaat) 
dalam kaitan antara demokrasi dan HAM dengan memberikan empat syarat, 
yakni: Negara dengan undang-undang yang proses pembuatannya adalah 
bagian kewenangan dari lembaga legislatif (parlemen). Negara dengan 
mengatur tiap mekanisme pertanggung jawaban atas kebijakan dan tindakan 
yang dilakukan para elite negar. Negara yang menjamin kemerdekaan dan 
kekuasaan kehakiman. Serta Negara yang melindungi hak asasi manusia. 
Perlindungan terhadap HAM diperkuat kembali, dalam pasal 19 
Ketetatap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, yakni: “tiap orang 
berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, & mengeluarkan pendapat”. 
Dengan ini jelas memerintahkan agar semua lembaga negara dan pemerintah 
turut melindungi, menjamin, dan menegakkan HAM. Meratifikasi berbagai 
instrument PBB tentang HAM asal tidak bertentangan dengan UUD 1945.36 
Selanjutnya, diskursus perumusan HAM berlanjut semakin intensif dan 
produktif, saat era reformasi 1998. Seiring dengan tuntutan reformasi dan 
pengaruh dunia internasional, kini HAM semakin mendapatkan perhatian 
khusus. Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah ditetapkan oleh 
pemerintah seperti halnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
 
36 M. Rosyid Fauzi, Pengadilan HAM Di Indonesia …, 28. 
 
































HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.37 
Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945, merupakan kemajuan 
besar dalam proses perubahan indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar 
bangsa indonesia untuk menjadikan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar 
yang makin modern dan demokratis. Dengan adanya rumusan HAM dalam 
UUD 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan 
penduduk indonesia telah dijamin adanya.38  
Menurut Ni’matul Huda, dengan penambahan rumusan HAM serta 
jaminan penghormatan, dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 ini bukan 
kehendak isu global semata, tapi karena hal itu merupakan salah satu syarat 
dari negara hukum. Menurutnya, HAM dijadikan salah satu kriteria untuk 
mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan dari suatu bangsa. 
Muatan HAM dalam amandemen ke-2 ini bisa dinilai sebagai upaya komitmen 
negara dalam melindungi, dan menjamin HAM, dengan penegakan hukum dan 
HAM di Indonesia.39 
Rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 bisa dibagi dalam 
beberapa aspek, yakni HAM terkait hidup dan kehidupan (28A), HAM terkait 
keluarga (28B), HAM dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 
(28C), terkait pekerjaan (28D), kebebasan beragama dan meyakini 
 
37 Ibid, 37-40. 
38  MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UnDang-unDang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Dan Ketetapan MPR RI,  (Jakarta: sekretariat jenderal MPR RI, 2020), 180 
39 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai 
dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Kencana, 2017) 104. 
 
































kepercayaan, serta kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat (28E), 
terkait informasi dan komunikasi (28F), terkait rasa aman dan perlindungan 
dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (28G), HAM 
berupa kesejahteraan sosial (28H), persamaan dan keadilan (28I), HAM yang 
berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain (28J). 40 
Dalam Bab HAM ada dua pasal yang berkaitan, yakni pasal 28I & 28J. 
Keberadaan pasal 28J ini untuk mengantisipasi sekaligus membatasi adanya 
pasal 28I, yang mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak bisa 
dikurangi adanya dalam keadaan apapun. Sedangkan dalam pasal 28J, 
membatasi beberapa hak yang ditetapkan dengan undang-undang untuk 
menjamin pengakuan juga penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, 
demi memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.41 
Dalam hubungan tersebut sebuah hak asasi harus diimbangi dengan 
kewajiban sehingga diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang saling 
menghargai dan menghormati adanya hak asasi dari masing-masing pihak. 
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terdapat lima asas 
yang bisa dijadikan sebagai landasan kebebasan yang bertanggung jawab 
dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat.  
Diantaranya,  Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang 
mengharuskan untuk tidak hanya menuntut haknya saja tapi juga harus 
 
40 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara …, 819-820. 
41 Ibid, 182. 
 
































bersedia melaksanakan kewajiban. Asas musyawarah dan mufakat, yang 
digunakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara baik dari hasil 
kesepakatan bersama (mufakat). Asas mufakat, yakni harus mendapati 
kesepakatan dan semua anggota yang mengikuti musyawarah dengan 
keputusan bulat. Asas kepastian hukum, yakni jaminan bahwa suatu hukum 
harus dijalankan dengan tepat, sebagai tujuan utama dari hukum. dan Asas 
proporsionalitas, yakni dengan meletakkan tiap kegiatan didalamnya sesuai 
pada tujuan awal dari warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan 
yang dilandasi pada etika individu, sosial dan institusional. 
 
E. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Literatur Islam 
Secara etimologis (bahasa), hak asasi manusia ini terdiri dari tiga 
susunan kata, yakni hak, asasi dan manusia. Kata "haq" diambil dari tashrifan 
Arab haqqa - yahiqqu - haqqaan (benar), bermakna kewenangan untuk 
melakukan sesuatu atau tidak. Kata "asasy" berasal dari tashrifan Arab assa - 
yausssu - asasaan, (dasar), yakni segala sesuatu yang mendasar dan selalu 
melekat (inheren) pada objeknya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, 
hak asasi manusia ini bisa diartikan sebagai hak-hak yang paling mendasar 
pada diri manusia. 
Para fuqaha' (ahli fikih) berbeda pendapat atas pengertian hak. Ada yang 
mendefinisikan hak melingkupi hal-hal bersifat materi, seperti harta benda. 
Adapula yang mengkaitkannya untuk non materi, seperti hak-hak Allah (haqq 
Allah) yang terkait segala urusan atas kepentingan umum tanpa kekhususan 
 
































bagi seseorang dan hak-hak hamba (haqqu al-‘ibaadi). Dalam ilmu fiqh, 
pembahasan hak berkaitan dengan perbuatan dari para mukallaf (yang 
terbebani) atas tuntutan yang diperintahkan oleh agama.42 
Islam merupakan suatu agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari 
kemanusiaan, dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits dalam 
hidupnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah SWT, yang telah 
diberikan kemuliaan oleh Allah SWT.43 Dalam ajaran fiqh Al-Islam terdapat 
ketentuan dasar bahwa setiap insan berstatus hukum Muhtaram, yakni 
dihormati keberadaannya. Tiap manusia diberikan kesempurnaan, sesuai 
dengan asas al-Karomah al-Insaaniyah, kehormatan insan yang bermartabat 
tinggi sebagai seorang manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-
Qur'an surah Al-Isra' ayat 70, sebagai berikut : 
 َوٱْلَبْحِر َوَرَزقْ نََُٰهم مِ َن ٱلطَّيِ بََِٰت َوَفضَّْلنََُٰهْم َعَلىَٰ َكِثٍْي َولََقْد َكرَّْمَنا َبِِنٓ َءاَدَم َوََحَْلنََُٰهْم ِِف ٱْلبَ ر ِ 
 ّمِ َّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيًل 
Dan sungguh telah Kami muliakan keturunan Adam, Kami angkat di 
darat dan lautan, Kami berikan rezeki dari hal baik dan Kami utamakan 
mereka atas kebanyakan dari makhluk yang telah Kami ciptakan.44 
 
Dengan ketentuan ini jelaslah jika Al-Qur'an mengakui ketinggian 
martabat manusia, yakni bahwa Tuhan memuliakan manusia di atas makhluk 
ciptaan-Nya yang lain.45 Dari ayat tersebut, Al-Shiddiqy menyimpulkan 
adanya tiga kemuliaan yang Allah SWT berikan pada manusia tanpa pandang 
 
42 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM …, 42-43. 
43 Ridwan, FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020), 21. 
44 Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah Dan Tajwid Warna, Al-Israa’ Ayat 70, 289. 
45 Abdul Qadir Djaelani, Negara Berdaulat Dalam Perspektif Islam, (Kuala Lumpur: Pustaka Dini, 
2001), 250. 
 
































bulu, yakni Kemuliaan pribadi (karaamah fardiyah). Islam memelihara 
kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddi) manusia. Kemuliaan 
masyarakat (karaamah ijtimaa’iyah). Status persamaan manusia dijamin 
sepenuhnya. Kemuliaan politik (karaamah siyaasah). Semua hak politik 
diberikan pada manusia untuk memilih atau dipilih, sebab manusia diciptakan 
di bumi sebagai khalifah (pemimpin).  
Wacana hak-hak asasi menurut pandangan Islam cukup berbeda dengan 
pemahaman yang umum dikenal (pandangan barat). Pada dasarnya dalam 
Islam, tiap orang yang beriman hanya memiliki berbagai bentuk kewajiban 
atas tugasnya untuk mematuhi hukum Allah SWT. Sedangkan hak-hak 
manusia lainnya yang mereka akui itu sebenarnya bersumber dari tugas 
pokoknya untuk mematuhi hukum Allah SWT, yang berupa suatu kewajiban 
bagi ummat Islam. Seorang manusia mengakui hak-hak manusia yang lain 
karena kewajiban yang dibebankan padanya oleh hukum agama, demi 
mematuhi Allah, nabi, dan para pemimpin yang dipilih dan dipercaya agar 
untuk berbagai urusan negara. 
Menurut Roger Garaudy menyimpulkan bahwa masyarakat Islam tidak 
didirikan atas deklarasi hak-hak manusia, tapi atas dasar wahyu, yakni 
petunjuk tentang kewajiban-kewajiban. Singkatnya, hak itu berpokok pangkal 
pada kewajiban yang telah ditunaikan, maka jika seseorang itu telah 
melaksanakan kewajibannya, maka diapun mendapatkan haknya.  
Sebagai contoh, dalam pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia (KUHPER), seorang yang mempunyai hak atas suatu benda berhak 
 
































untuk mempergunakan benda itu untuk segala keperluan dan kesenangannya. 
Di satu sisi hak ini memberikan kewajiban pada orang lain agar tidak 
menggangu seseorang dalam menikmati kesenangan haknya itu. Contoh lain, 
misalkan dalam suatu negara dinyatakan bahwa tiap warga negara itu berhak 
untuk menyatakan pendapat dalam berbagai persoalan. Tentunya agar hak ini 
bisa dinikmati, ada kewajiban bagi pemerintah negara itu untuk melindungi 
hak tersebut. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka hak 
tersebut tidak akan ada gunanya sedikitpun. Jadi suatu hak tidak akan ada 
gunanya, jika tidak dibela oleh kewajiban yang menjamin adanya hak. Oleh 
karenanya seluruh hak menjadi suatu kewajiban bagi negara dan tiap individu 
yang tidak boleh diabaikan.46 
Dengan demikian jelaslah bahwa yang terpenting bagi manusia itu 
bukanlah hak, melainkan kewajiban. Karena hak akan hilang dan sia-sia jika 
tidak ada kewajiban, tapi dengan kewajiban adanya hak akan terjamin dan 
timbul dengan sendirinya. Oleh karena itulah, manusia harus melaksanakan 
kewajiban-kewajiban bukan hanya menuntut hak. Kewajiban harus 
didahulukan, barulah sesudah itu hak diterima. 47 
Dalam Islam, bentuk perlindungan terhadap HAM ini sejalan dengan 
tujuan dari syariat, yakni untuk melindungi dan memelihara kepentingan 
hidup manusia baik materiil-spiritual, maupun individual-sosial. Dari 
penelitian para ahli ushul fiqh, ditemukan bahwa Allah telah menurunkan 
 
46 Eggi Sudjana, HAM Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa MaDani, 2002), 81. 
47 Ibid, 244-246. 
 
































syariat Islam dengan beberapa tujuan (maqaashid al-tasyri'), yang umumnya 
ada 3 hal, yakni dharuriyat (tujuan pokok) yakni hal-hal penting yang harus 
dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, yang jika tidak terpenuhi akan 
menimbulkan kerusakan, dan kekacauan dalam hidup manusia. Hajiyat 
(tujuan sekunder), yakni hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan 
kemudahan dalam hidup di dunia, dan jika tidak terpenuhi dapat mengalami 
kesulitan. Tahsiniyat (tujuan tersier) sebagai pelengkap yang terdiri dari 
kebiasaan atau akhlak yang baik.48 
1. Prinsip Perlindungan terhadap HAM 
Menurut Harun Nasution, dasar dan prinsip itu sangatlah 
dibutuhkan sebagai pedoman umat Islam demi menghadapi dinamika 
zaman, khususnya dalam hal mengatur masyarakat.49 Adapun terdapat 
lima tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams) atau yang lebih populer 
dengan istilah lima kemaslahatan (Al-Kulliyati Al-Khams), yakni 
meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab / keturunan, 
dan harta (al-muhaafadlah 'ala al-diin, wa al-nafsi, wa al-’aqli, wa al-
nasbi, wa al-maali). Pemerintah Islam wajib menjaga dan memberikan 
perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia, yang tidak hanya 
terbatas pada warga negara muslim saja, tapi juga seluruh warga negara 
 
48 Ambo Asse, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), 55. 
49 Harun Nasution, Islam Dan Sistem Pemerintahan Dalam Perkembangan Sejarah (Jakarta: 
Nuansa, 1984), 6. 
 
































tersebut apapun agamanya. Menurut Ridwan prinsip perlindungan 
terhadap HAM ini, sebagaimana berikut : 
a. Perlindungan terhadap agama atau keyakinan (hifdzu al-diin) 
Secara garis besar, Islam ditujukan untuk mengatur 
kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT (hablu 
min Allah), sesama manusia (hablu min al-naas), dan alam sekitar 
(hablu min al-alam). Dalam Islam, tiap manusia memiliki fitrah, 
sejak semula, yang membawa potensi beragama yang lurus (hanif). 
Sesungguhnya semua manusia itu telah terikat perjanjian secara 
primordial dengan Tuhan semesta alam (QS. Al-A'raf ayat 172).50 
Sehingga adanya perlindungan terhadap agama, dapat melindungi 
kepentingan dan kebutuhan mendasar dari manusia itu sendiri. 
b. Perlindungan terhadap jiwa atau nyawa (hifdzu al-nafsi) 
Dalam ajaran Islam, kehidupan itu sangatlah berharga 
hingga tidak seorangpun berhak merampas nyawa orang lain. 
Apalagi tanpa adanya hak hidup bisa mengancam eksistensi 
manusia di muka bumi, hingga tanggung jawab kemanusiaannya 
jadi tergugurkan. (QS. Al- Maidah ayat 32) 
Dalam rangka menjaga dan melindungi kelangsungan hidup 
manusia, maka yang melanggarnya akan dikenai sanksi tegas. 
Ketentuan hukum dari Allah SWT seperti halnya qishas, kafarat 
 
50 Murtadha Muthahhari, Manusia Dan Agama, (Bandung: Mizan, 1992), 44. 
 
































dan dhiyat bagi pembunuh atau perampas kehidupan. Menurut 
muhammad mubarok membunuh jiwa / melenyapkan ruh manusia 
adalah pelanggaran paling besar dalam pandangan syariat Islam.51 
c. Perlindungan terhadap akal (hifdzu al-‘aqli) 
Menurut Wahbah Al-Zuhaily, Allah SWT menjadikan akal 
sebagai kunci untuk mengungkap berbagai persoalan ilmu sebagai 
instrumen untuk memahami fenomena kehidupan, sebagai metode 
suksesnya pembangunan dan kemajuan. Allah SWT memuliakan 
manusia dan meninggikan kedudukannya melalui akal, sebagai 
sumber pengetahuan. Karena itulah menggunakan dan melatih 
akal menjadi keharusan yang tak terbatas, "wajibnya menuntut 
ilmu itu bagi tiiap muslim laki-laki dan wanita". Bahkan ada pula 
perintah, agar kita menuntut ilmu sejak bayi hingga liang lahat.52 
Selain itu akal merupakan faktor penting yang membedakan 
manusia dengan makhluk ysng lain. Bahkan, akal jugalah yang 
menentukan kualifikasi tugas keagamaan (taklifi) dan 
pertanggung jawabannya. Rasulullah pernah bersabda bahwa 
agama itu akal, maka tidak ada agama bagi yang tidak berakal.53  
Oleh karena itulah untuk melindungi dan memelihara fungsi 
akal, Allah SWT melarang dan mengharamkan makanan atau 
minuman yang bisa merusak akal seperti halnya khamr (segala 
 
51 Ridwan, FIQH POLITIK ..., 24. 
52 Ibid, 23 
53 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), 284. 
 
































sesuatu yang memabukkan) dengan segala macam jenisnya. 
Sehingga visi amar ma’ruf nahi munkar bisa ditegakkan. 
d. Perlindungan terhadap keturunan (hifdzu al-nasbi) 
Dalam hal ini, adanya peraturan tentang pernikahan tidak 
lain ditujukan agar manusia bisa melangsungkan dan melestarikan 
eksistensinya. Selain itu dalam ajaran Islam juga ada etika 
pergaulan, agar bisa terhindar dari perbuatan zina, seperti halnya 
perintah menutupi aurat sesuai syara', dan larangan berpergian 
bagi tiap wanita tanpa muhrimnya, serta keharusan untuk 
menundukkan pandangan bagi para lelaki, dan lain sebagainya. 
Begitupun Allah SWT melarang tiap bentuk perzinaan dengan 
sanksi yang berat, sseperti hukuman cambuk, dalam QS 24 ayat 2. 
e. Perlindungan terhadap harta atau hak milik (hifdzu al-maali) 
Dalam Islam, hak milik dijunjung tinggi sesuai harkat 
martabat manusia. Harta jadi bagian penting dalam menopang 
kehidupan, sebagai salah satu sumber, kesuksesan, dan 
kebahagiaan hidup di dunia. Karenanya, Islam menganjurkan 
manusia untuk bekerja dengan cara halal. Maka harta yang 
diperoleh seseorang secara hak itu harus dilindungi pemerintah. 
Dalam upaya perlindungannya, terdapat sanksi hukuman potong 
tangan bagi para pencuri (QS Al-Ma'idah : 38). Demi mencegah 
terjadinya gangguan keamanan harta benda, dan kerusakan 
ekonomi, bagi manusia. Dalam Islam, hak milik itu sebagai titipan 
 
































tuhan semata. Karena itulah, tiap bentuk harta dari cara 
memperolehnya itu haruslah sesuai syara'. (QS al-baqarah : 188)54 
 
F. Prinsip Kemerdekaan Tentang Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
Menurut ridwan, legislasi yang mendasari ketentuan hukum dalam Islam 
ini, memiliki beberapa prinsip pokok, yakni prinsip persamaan (QS. Al-Nisa’ 
ayat 1), keadilan (QS. Al-A’rof : 29),  keutuhan sosial (Al-Hadiid : 25), dan 
kemerdekaan atau kebebasan (QS. Shura : 21). Kebebasan berpikir dan 
berpendapat ini merupakan salah satu bagian yang akan dinahas dalam prinsip 
kemerdekaan ini. Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mencakup 
berbagai dimensi dan kegiatan. Namun, sebab keterbatasan dalam tulisan ini, 
pembahasan prinsip kemerdekaan ini akan dibatasi pada tiga macam saja, 
yakni kebebasan beragama atau keyakinan, kebebasan berfikir dan 
berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, yakni :55 
1. Kebebasan beragama (memilih keyakinan) 
Saat manusia hidup di dunia, mereka dihadapkan pada dua jalan 
(najdain) yakni jalan yang benar (hanif : meng-esakan Allah) dan jalan 
yang salah (thaghut : mengingkari Allah). Misi para nabi dan rasul 
adalah menjelaskan dua jalan kebaikan dan keburukan berikut akibat 
akibatnya, serta menyeru dan memberi teladan pada manusia untuk 
menempuh jalan kebaikan. Kewajiban nabi dan rasul itu sekedar 
menyampaikan berita dari Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan 
 
54 Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah Dan Tajwid Warna, An-Nisa’ Ayat 1, hlm. 7. 
55 Ridwan, FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020), 30. 
 
































dalam QS.Yaasiin ayat 17 yang artinya "Dan kewajiban kami tidak lain 
hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas" 
Ringkasnya bagi nabi dan rasul saja tidak diberikan wewenang 
untuk memaksa manusia agar beriman pada Allah SWT, apalagi kita. 
Oleh karenanya, Islam melarang keras adanya pemaksaan orang lain 
untuk menganut ajaran Islam sebagaimana dipertegas dalam QS. Al-
Baqarah ayat 256, berikut ini : 
يِنۖ    ََلٓ ِإْكرَاَه ِِف ٱلدِ 
Artinya : “Tiada paksaan dalam memasuki suatu agama”. 
 
Menurut Mubarak, kebebasan beragama itu bersandarkan pada 
prinsip kebebasan untuk memilih, bagi seseorang dengan tanggung 
jawabnya di hadapan Allah SWT yang bersifat individual dan langsung, 
begitupun untuk pertemuannya dengan Allah SWT di akhirat nanti. 
Menurut Al-Maududi jika ada yang menolak masuk Islam, maka kaum 
muslim harus mengakui dan menghormati keyakinannya, serta tidak 
melakukan tekanan moral sosial atau politik (diskriminasi) untuk 
memaksan. Sehingga, penggunaan kekuasaan guna memaksa seseorang 
menganut agama tertentu yang resmi diakui negara, merupakan suatu 
bentuk pelanggaran terhadap eksistensi dari kebebasan beragama.56 
2. Kebebasan berpikir dan berpendapat 
Kehidupan ummat dalam tatanan negara Islam dibangun  dengan 
konsep kemaslahatan bagi semua anggota masyarakat, yang akan 
 
56 Ibid, 31. 
 
































terwujud saat musnahnya penekanan, khususnya terkait perampasan 
hak-hak sosial dan individual. Pada saat kemaslahatan ini terganggu, 
baik sebab pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara maupun 
pemerintah, maka jadilah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk 
melenyapkan pelanggaran ini, yakni dengan melakukan amar ma'ruf 
nahi mungkar atau upaya perbaikan masyarakat. Berdasarkan pada QS 
Ali Imran ayat 104, yakni "Dan hendaklah di antara kamu, ada 
segolongan umat yang mengajak pada kebaikan, dan menghimbau pada 
permuatan ma'ruf, serta menjauhkan dari hal-hal munkar, merekalah 
orang-orang yang beruntung". 
Menurut Imam Al-Ghazali, amar ma'ruf nahi mungkar ataupun 
jihad terhadap penguasa, (shultan yang dzalim) hanya bisa dilakukan 
dengan dua cara,  yakni memberitahukan adanya kemungkaran dan 
memberikan nasihat. Menurutnya adalah wajib untuk menyampaikan 
kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru. Dengan tujuan 
agar kebenaran itu terus hidup  sesuai dengan QS Al-'Ashr ayat 3 : 
ِت َوتَ َواَصْو۟ا بِٱْلَْقِ  َوتَ َواَصْو۟ا بِٱلصَّْبِ  ِلحََٰ  ِإَلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َوَعِمُلو۟ا ٱلصََّٰ
"Kecuali orang-orang yang ber-iman, dan mengerjakan ‘amal 
yang sholih, dan nasihat-menasehati pada kebenaran dan saling 
menasehatilah supaya menetapi kesabaran". 
 
Salah satu prinsip-prinsip pemerintahan Islam, ialah terkait 
dengan prinsip ketaatan rakyat terhadap penguasa. Namun hal ini 
 
































dengan syarat penguasa tersebut bertindak dalam hal kebenaran, serta 
tidak memerintahkan pada hal kemaksiatan.57 
Dengan demikian kebebasan berfikir dan berpendapat yang 
dijamin dalam ajaran Islam ini, bukan dalam artian tanpa batas. 
Kebebasan ini harus berbingkai kebeneran dan kewajaran, serta tidak 
dipergunakan untuk menghasut orang lain agar meremehkan syariat atau 
melawan pemerintahan yang sah, baik menyebarkan dekadensi moral 
maupun memerosotkan norma kesusilaan masyarakat. Dalam bahasa Al-
Qur'an menyampaikan pendapat harus bijaksana dengan nasehat yang 
baik, dan membantah mereka dengan cara paling baik. Karenanya, tidak 
dibenarkan untuk memaksakan pendapat kits sendiri pada pihak lain, 
apalagi jika tidak sepemahaman. 
3. Kebebasan berserikat dan berkumpul 
Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung untuk hidup 
bermasyarakat dan berkelompok, telah dijelaskan dalam QS Al-Hujurat 
ayat 13, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar bisa saling mengenal. Manusia tumbuh dan berkembang dalam 
tatanan situasi dan zaman, sehingga cara berpikir manusia tidak terlepas 
sepenuhnya dari pengaruh lingkungan, budaya, serta pendidikan. Faktor 
inilah yang jadi penyebab adanya perbedaan dalam ideologi manusia 
dalam berpikir dan berpendapat.  
 
57  Ibid, 32. 
 
































Sehingga, tidak mungkin ada kesatuan total bagi ummat manusia 
dalam segala bentuk aspek kehidupan, sebab merupakan bentuk 
pengingkaran pada eksistensi perbedaan dari ummat manusia sendiri. 
Kebebasan berserikat dan berkumpul ini bisa terjadi dalam bentuk 
apapun baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dll. Islam-pun telah 
membenarkan dan membolehkan realitas tersebut, tapi dengan batasan 
yang jelas, yakni dalam hal kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana telah 
disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2, "Dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". 
Dengan demikian jelaslah bahwa suatu kelompok yang telah 
terorganisasi itu boleh mengeluarkan semua gagasannya dengan cara 
yang damai, karenanya sekalipun kelompok itu berada dalam suatu 
negara Islam, umat Islam tidak akan pernah menghalang-halangi 
ataupun menggangu mereka. 58 
Berdasarkan pada tiga macam prinsip kemerdekaan atau kebebasan yang 
telah dijabarkan di atas, maka jelaslah bahwa kebebasan ini merupakan salah 
satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga 
macam kebebasan itu telah terjamin keberadaannya di Indonesia dalam 
undang-undang dasar 1945, yakni dalam pasal 28E.59 Singkatnya berbunyi 
 
58 Ibid, 33. 
59 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UnDang-unDang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Dan Ketetapan MPR RI,  (Jakarta: sekretariat jenderal MPR RI, 2020), 175. 
 
































tiap orang itu memiliki hak ataupun kebebasan untuk memilih keyakinannya, 
menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan untuk 
berkumpul dan berserikat. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-
undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 
 
G. Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Sejarah Islam 
1. Piagam Madinah 
Dalam sejarah Islam, sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW 
sebagai utusan, beliau dan ummatnya yang sekitar 13 tahunan di Mekah 
masih belum memiliki kekuatan dan kesatuan politik. Pada saat itu, 
ummat Islam jadi benar-benar bebas dan merdeka setelah hijrah ke kota 
Yatsrib (Madinah) pada 622 M. Saat di Mekah mereka ummat lemah 
yang tertindas, lalu di Madinah mereka memiliki kedudukan lebih baik 
dan jadi ummat yang kuat juga berdiri sendiri.  
Tidak lama setelah hijrah, beliau membuat naskah politik untuk 
mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai suku. 
Beliau menilai perlu adanya aturan pokok atas tatanan hidup bersama, 
demi membentuk kesatuan hidup antara seluruh penghuninya, dengan 
persaudaraan (al-’ukhkhuwah) yang bukan sekedar saling menolong, 
tapi perjanjian hidup bersama yang damai. Madinah dipimpin Nabi 
SAW, bisa jadi negara berdaulat. Sehingga, selain bersifat Nabi dan 
Rasul, beliau berkedudukan sebagai Kepala Negara.  
 
































Para ahli ilmu sejarah menyebutkan naskah politik yang dibuat 
Nabi SAW itu dengan istilah berbeda-beda. Seperti Montgomery Watt 
menyebutnya 'The Constitution of Medina‛, Nicholson menyebutnya 
'charter‛, Majid Khadduri menyebutnya 'treaty‛, Phillip menyebutnya 
'agreement‛, dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya 'piagam‛. Adapun 
istilah yang disebut dalam naskah itu sendiri ialah ‘Al-Shahifah‛,  
tertulis sebanyak 8x, ‘kitab‛ tertulis 2x,‘treaty dan agreement’ 
menunjuk surat resmi berisi pernyataan, dan 'constitution' menunjuk 
naskah itu sebagai dokumen resmi, yaknii pokok-pokok kenegaraan. 
Kata yang semakna dengan Piagam (charter) ialah 'shahifah', sedangkan 
kata ‘kitab’ lebih menunjuk pada sebuah tekx terkait suatu hal. 60 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu 
Dawud, menyebutkan bahwa saat Nabi SAW tiba di Madinah, dilihat 
dari agama penduduknya ada tiga golongan besar, yakni Muslimin, 
Musyrikin dan Yahudi. Kaun Muslim terdiri dari Muhajirin (Bani 
Hasyim dan Muththallib) dan Anshar (kabilah 'Aws dan Khazrajj). 
Kaum Musyrik ialah yang menyembah berhala atau patung (paganism) 
dan kaum Yahudi (Bani Nadhir, Qoynuqa’ dan Quraydzah).  
Dalam padatnya penghuni Madinah inilah, Nabi SAW berusaha 
membangun tatanan hidup bersama di Madinah. Demi menyatukan 
ummat Muslim pendatang dan asli Madinah, dengan, baik Islam maupun 
 
60 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan UnDang-UnDang Dasar 1945: Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1-3. 
 
































Yahudi. Secara formal dituliskan dalam suatu naskah, yakni shahifah 
yang menurut literasi Inggris diterjemahkan jadi document (piagam). 
Piagam Madinah ini bisa disebut sebagai konstitusi negara, sebab 
muatan aturannya terkait hal-hal pokok yang diperlukan bagi negara. 
Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur persatuan dan 
persaudaraan antar usur warga, hak dan kewajiban warga, hak dan 
kedudukan minoritas, pembelaan negara, kepemimpinan, hukum, dll. 
Adapula aturan yang membahas HAM diantaranya. Kebebasan dan 
kemerdekaan (pasal 1), Perlindungan jiwa dan uang tebusan / dhiyat 
(pasal 10 & 14), Perlindungan dari hukuman semena-mena (pasal 36), 
Hak dan kewajiban minoritas (pasal 16, 24-35), perlindungan kaum 
lemah (pasal 15), perlindungan negara dan melakukan bela negara (pasal 
16-24, 37-38 dan 44), kebebasan beragama (pasal 25-35), hak berusaha 
dan hak milik (pasal 47).61 
2. Deklarasi HAM Universal Islam (Dewan Islam Eropa 1981) 
Deklarasi ini telah dibuat oleh Dewan Islam Eropa (The Islamic 
Council of Europe), yang disahkan pada 19 Semptember 1981. Diawali 
muqaddimah (pembukaan) yang menyatakan bahwa tiap manusia punya 
cita-cita dan keinginan untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan 
dunia, dengan adil dan bebas dari penindasan, eksploitasi, juga 
perampasan. Dalami Al-qur’an dan Al-Sunnah Nabi SAW telah 
 
61 M. Rosyid, et al, Pengadilan HAM Di Indonesia …, 79-80 
 
































memberikan tuntunan hukum dan moral untuk mengatur lembaga dan 
hubungan antar manusia. Apalagi sumber semua bentuk HAM ialah dari 
Allah SWT, maka hak ini tidak bisa dibatasi, dan dilanggar, oleh 
kekuasaan negara dan lembaga apapun.  
Terdapat 22 pasal yang membahas HAM yakni, (1) hak hidup. (2) 
kebebasan. (3) persamaan dan larangan atas diskriminatif. (4) 
memperoleh keadilan. (5) peradilan yang jujur. (6) perlindungan dari 
otoritas kekuasaan. (7) perlindungan dari siksaan. (8) perlindungan 
kehormatan dan reputasi. (9) mendapatkan suaka. (10) kaum minoritas. 
(11) hak kewajiban beradaptasi pada pemimpin dan pemerintahan. (12) 
hak dan kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat. (13) 
kebebasan beragama. (14) kebebasan berserikat. (15) mengatur dan 
mengembangkan ekonomi, (16) perlindungan kekayaan, (17) hak status 
dan martabat pekerja, (18) membentuk keluarga dan hal yang berkaitan. 
(19) menikah. (20) mendapatkan pendidikan, (21) privasi, dan (22) 
kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.62 
3. Deklarasi Kairo (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) 
Selain itu, ada Deklarasi HAM dalam Islam yang ditetapkan di 
Kairo, Mesir, pada 5 Agustus 1990. Sebagai hasil dari pertemuan 
negara-negara dalam Organisasi Konferensi Islam / OKI (Organization 
of the Islamic Conference), yang menghasilkan 25 pasal berisi rumusan 
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HAM menurut Islam. Pada beberapa alinea pendahuluan dinyatakan 
bahwa, hak asasi atau kebebasan yang universal termasuk bagian 
integral dalam Islam, hingga tiada seorangpun berhak menunda ataupun 
mengabaikannya, sebab telah jadi perintah agama yang mengikat dan 
tersirat dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ketaatan padanya jadi ibadah 
dan pengabaiannya bernilai dosa. Karenanya, tiap insan bertanggung 
jawab dalam upaya perlindungan terhadap HAM maupun kebebasan.63 
Kontruksi dari HAM Universal Islam menurut Al-Maududi ada 8 
bagian, yakni Hak hidup, keselamatan, penghormatan pada kesucian 
perempuan, memperoleh kebutuhan hidup pokok, keadilan, serta 
kesamaan derajat manusia, hak untuk kerja sama maupun tidak, terakhir 
ialah hak individu atas kemerdekaan dan kebebasan. 
 
H. Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Fiqh 
Kebebasan dalam literatur Islam diungkapkan dengan dua istilah 
Pertama ialah “al-hurriyah”. Dalam al-Mausu’ah alIslamiyah al-‘Ammah, 
kebebasan telah didefinisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang 
membuat manusia bisa mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu 
yang sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri terkait dengan 
sistematika Islam, baik itu aqidah maupun moral.”64 
 
63 Ibid, 82-83. 
64 Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 
Deklarai Kairo”, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, No. 01, Vol. 03 (Januari-Juni, 2018), 85. 
 
































Beberapa pakar ahli fiqh mengambil kesimpulan dari pengertian itu 
bahwa kebebasan ini memiliki dua bentuk, yakni internal dan eksternal. 
Kebebasan yang internal (al-hurriyah al-dakhiliyah) merupakan kekuatan 
memilih antara dua hal yang berbeda ataupun bertentangan. Kebebasan 
macam ini bisa digambarkan dalam kebebasan berkehendak (al-hurriyat al-
iradah), kebebasan nurani (al-hurriyat al-dhomiwa), kebebasan pribadi atau 
privasi (hurriyat al-nafs), dan kebebasan moral (al-hurriyat al-adabiyah). 
Sedangkan untuk kebebasan eksternal (al-hurriyat al-khaarijiyah) ini 
terbagi dalam tiga hal, antara lain: (1) al-thabi’iyah, yakni kebebasan yang 
terpatri dalam fitrah manusia dan buatnya bisa mampu untuk melakukan 
sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat, (2) al-siyasiyah, yakni kebebasan yang 
telah ada dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan di negaranya, dan 
(3) al-diniyah, yakni kemampuan tiap insan yang atas keyakinannya terhadap 
berbagai mazhab keagamaan yang dianutnya.65 
Kedua, selain al-hurriyah kebebasan juga diungkapkan dengan istilah 
“ikhtiyar” (freedom atau liberty) yang singkatnya bermakna memilih sesuatu 
yang terbaik, sebagai eksistensi kebebasan yang sejati, dan agar dapat 
melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan 
manakah yang buruk. Jika memilih sesuatu yang buruk maka ini adalah pilihan 
yang berdasarkan pada kejahilan (kebodohan) dan bersumber dari aspek-aspek 




































tiap manusia harus mampu untuk memiliki kebebasan yang membawa 
kemashlahatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.  
Diantara dua kata bermakna kebebasan yang lebih sering digunakan 
dalam bahasa Arab ialah al-hurriyah. Bahkan telah menjadi idiom yang kini 
lebih identik dengan makna freedom (kebebasan). Seperti halnya yang telah 
diungkapkan oleh Hasyim Kamali, telah membagi konsep terkait dengan 
kebebasan (al-hurriyah) dalam fiqh meliputi; al-hurriyah al-aqidah (kebebasan 
berkeyakinan), al-hurriyah al-tadayun (kebebasan beragama), al-hurriyah al-
ta’bir (kebebasan beraskspresi atau penafiran), al-hurriyah al-qawl (kebebasan 
berbicara), al-hurriyah al-tafkir (kebebasan berfikir), dan al-hurriyah al-ra’yi 
(kebebasan berpendapat).66  
Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwasanya kajian al-
hurriyah terkait dengan kebebasan dalam fiqh ini telah mendapatkan perhatian 
khusus dalam khazanah Islam. Apalagi melihat adanya nilai-nilai unversal 




66 M. Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Alih Bahasa Efa. Y. Nu’man dan 
Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), 17. 
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BAB III 
KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT  
TENTANG KASUS PERETASAN SITUS TEMPO 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan bagian dati hak dasar 
manusia, yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) Pasal 19 yang menyatakan bahwa “tiap orang memiliki hak atas 
kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, yakni kebebasan untuk 
berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi, serta untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan informasi maupun buah pemikiran, 
melalui media apapun dan tanpa memandang batasan wilayahnya”.1 
Ketentuan tersebut lalu ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 19 
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) , yang dengan 
mendetail dan rigid telah merumuskannya sebagaimana berikut: 
1. Tiap orang berhak untuk berpendapat tanpa intervensi (campur tangan). 
2. Tiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, 
termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 
informasi dan ide apapun, dengan media apapun, baik lisan, tertulis atau 
berbentuk cetakan, seni, atau lainnya yang sesuai dengan pilihannya. 
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) di atas, menimbulkan 
adanya kewajiban dan tanggung jawab yang khusus. Oleh karenanya 
 
1 Mujaid Kumkelo, et al., Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam 
Islam (Malang: Setara Press, 2015), 30. 
 
































hak-hak tersebut bisa dikenai pembatasan tertentu. Tapi hanya 
diperbolehkan jika telah diatur menurut hukum serta dibutuhkan untuk 
menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan 
nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat.  
Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwasanya Pasal 19 ayat (2) 
tersebut, pada dasarnya ialah untuk melindungi semua bentuk gagasan 
subjektif dan opini yang bisa diberikan dan disebarkan pada orang lain. 
Kemudian dalam ayat (1), kebebasan berpendapat disebut sebagai urusan 
pribadi terkait alam pemikiran yang bersifat mutlak, karenanya tak boleh 
dibatasi oleh hukum atau kekuasaan. Pada dasarnya, hak untuk berpendapat 
ini tumpang tindih dengan kebebasan berpikir yang telah dijamin Pasal 18. 
Melihat bahwa kebebasan berpikir ini berkontribusi penuh dalam 
kebebasan berpendapat, sebab pendapat merupakan hasil dari pikiran.2 
Adapun Kebebasan berpikir dan berpendapat termuat dalam Pasal 22 
ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo 1990 bahwasanya, “(1) tiap orang berhak 
untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas asal tidak bertentangan 
dengan prinsip syariat Islam. (2) tiap orang berhak untuk membela apa yang 
jadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan yang salah 
dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam. 
Pada hakikatnya Kebebasan berpendapat ini sama halnya dengan 
menyampaikan gagasan ataupun pikiran yang secara logis sesuai konteks. 
 
2 Andre Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 56. 
 
































Logis ini bermakna pendapatnya bisa diterima oleh nalar umum manusia, 
sebab yang diluar nalar manusia umum, sudah tentu tidak bisa dianggap 
sebagai pendapat yang murni. Konteks ini bermakna pendapat itu memang 
terkait suatu sikap atau pernyataan terkait sesuatu yang memang layak 
berdasarkan nalar. Karenanya, pendapat seseorang yang tidak sepenuhnya 
dalam kesadaran psikologis, maka tidak bisa dianggap sesuai dengan nalar 
dan tidak bisa diterima oleh manusia umum, karena terkadang manusia itu 
tidak memahami konteks dari pembicaraan yang di luar kesadarannya.3 
Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwasanya manusia itu diberikan 
akal untuk bisa berpikir dan mengeksprisikan hasil dari buah pemikirannya, 
selagi tidak melanggar syari’at. Dalam Islam, manusia merupakan makhluk 
yang diciptakan Allah SWT dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, baik 
pendengaran, penglihatan, dan akal. Akal ini merupakan pembeda utama 
antar mahluk Allah, yang berfungsi untuk menentukan arah 
tingkahlakunya, termasuk dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga, 
kebebasan berpikir dan berpendapat ini jadi penghargaan tinggi bagi 
kemuliaan manusia. Dalam Al-Quran tidak sedikit ayat yang 
memerintahkan manusia untuk berpikir, baik terkait makhluk hidup 
maupun penciptaan alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah 
(Q.S. al-Rûm ayat 22-25). 
 
3 Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 
Deklarai Kairo”, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, No. 01, Vol. 03 (Januari-Juni, 2018), 86. 
 
































Adapun landasan normatif atas kebebasan berpendapat ini sering kali 
dikaitkan pada kebabasan berfikir dan saling menasihati. Sebab, dengan 
kebebasan berpikir, seseorang bisa memiliki kebebasan mengeluarkan 
pendapat dari hasil pemikirannya. Berpikir ini merupakan suatu potensi yang 
harus dibina pada diri manusia, sebab tanpa kebebasan dalam berpikir maka 
peluang untuk maju dan berkembang akan sulit. Kebebasan untuk 
mengeluarkan pendapat bermakna manusia itu wajib menggunakan akal 
pikirannya secara bertanggung jawab. Karenanya, para ulama menyebutkan 
bahwa salah satu maksud dari tujuan syari’at ialah untuk menjaga akal. 
Dalam kaitan ini, Al-Quran telah memerintahkan manusia agar bisa 
menggunakan akal pikirannya, khususnya untuk menyatakan pendapat yang 
benar. Tidak sedikit ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan 
memaksimalkan potensi olah pemikiran. Allah SWT berfirman dalam Qur’an 
surah Al-Najm ayat 28, yang artinya “dan mereka tidak punya suatu 
pengetahuanpun tentang itu. Mereka hanya mengikuti persangkaan, padahal 
persangkaan ini tiada bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran”. Menurut 
Hasyim Kamali, salah satu cara mempertahankan kebenaran ialah dengan 
mengakui hak kebebasan berpendapat, yang melengkapi martabat manusia. 
Sehingga kebebasan berpikir dan berpendat ini berkaitan erat dengan saling 
menasihati sebagai pokok ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW 
bersabda bahwa Agama adalah Nasihat, sekalipun itu nasihat pada penguasa 
atau pemimpin suatu negara. (QS. Ali Imran ayat 104) 
 
































Di negara Indonesia kebebasan berpikir dan berpendapat telah dijamin 
secara konstutisional dalam UUD 1945 pasal 28, bahwa “kebebasan berserikat 
dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, baik dengan lisan maupun tulisan, 
sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Pengertian dari Kemerdekaan 
mengeluarkan pendapat ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1998, bahwasanya “kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak 
tiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya, yang bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Selain itu kebebasan berpikir dan berpendapat juga dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana telah 
diatur dalam undang-undang ini bahwa manusia mempunyai hak untuk 
kebebasan pribadi. Khususnya, dalam pasal 23 ayat (2) UU HAM, berbunyi 
“tiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan 
pendapatnya, sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan atau tulisan, 
melalui media cetak meupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai 
agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. 
Indonesia merupakan negara demokrasi (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), 
Dalam hal ini Amien Rais menyatakan bahwa ada 10 kriteria demokrasi yang 
harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap 
empat macam kebebasan, yakni: kebebasan beragama, berkumpul, 
mengeluarkan pendapat, dan kebebasan pers. Sehingga indonesia harus 
 
































menjamih adanya kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat, serta 
memperoleh informasi, khususnya melalui media teknologi komunikasi. 
Terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini telah terjamin 
dalam konstitusi indonesia, yakni Pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara 
tegas bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan, yang sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang.” Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa, “tiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 
Dalam kedua pasal tersebut menyebutkan dua istilah yang berbeda namun 
dalam artian yang sama, yakni mengeluarkan pikiran, dan mengeluarkan 
pendapat, di sinilah bisa kita lihat kaitan yang erat antara kebebasan berpikir 
dan berpendapat. Kedua pasal inilah yang membuktikan bahwa UUD 1945 
telah memberikan jaminan bahwa mengeluarkan pendapat ini termasuk bagian 
hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. 
Bentuk lain dari kebebasan berpikir dan berpendapat ini adalah, adanya 
kemerdekaan pers di indonesia. Sebab Pers yang juga berkaitan dengan media 
cetak, elektronik, dll merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran 
tersebut. Agar adanya pers ini bisa berfungsi secara maksimal sebagaimana 
telah diamanatkan pasal 28 E ayat 3, mengingat kemerdekaan pers merupakan 
salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan dalam pasal 
 
































2 UU Pers bahwa, “kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat 
yang berasaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.  
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa “dalam upaya 
mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers 
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. Karenanya UU Pers ini 
dinilai menganut asas swa-regulasi atau self-regulation, yakni asas yang 
memberikan kebebasan pada masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri, 
asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan 
memberikan kesempatan pada masyarakat pers untuk mengatur diri sendiri. 
Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial ini, sangatlah penting untuk 
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik itu korupsi, kolusi, 
nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam 
melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers harus 
menghormati hak asasi tiap orang. Karenanya pers dituntut untuk profesional 
dan terbuka oleh kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dalam hal ini ialah 
oleh setiap orang, dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi oleh 
lembaga kemasyarakatan, seperti halnya pemantau media (media watch), juga 
oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.  
Dengan kehidupan yang demokratis itu, pertanggungjawaban kepada 
rakyat bisa terjamin, serta sistem penyelenggaraan negara yang transparan 
jadi berfungsi, serta keadilan dan kebenaran akan terwujud pula. Pers yang 
memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi ini, 
sangatlah penting untuk mewujudkan pengakuan HAM, dan telah dijamin 
 
































dengan Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, dalam Pasal 
19 yang berbunyi bahwasanya, “tiap orang berhak atas kemerdekaan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.  
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak 
berpikir dan berpendapat ini, harus dilakukan dengan mempertimbangkan 
pembatasan yang ditetapkan undang-undang, agar dapat lebih menjamin 
pengakuan juga penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. 
 
B. Kasus Peretasan Situs Tempo 
1. Kronologi kasus peretasan situs tempo 
Situs berita tempo.co dari Tempo Media Group diserang pihak tak 
bertanggung jawab dengan aksi peretasan pada Jumat dini hari, 21 
Agustus 2020. Pemimpin Redaksi Tempo.co, Setri Yasra menjelaskan 
kronologi dari peretasan situs Tempo tersebut sebagaimana berikut. 
Pada 00.00 WIB. Situs Tempo tidak bisa diakses dengan layar 
putih bertuliskan 403 forbidden. Kemudian pada 00.30 WIB. Awalnya, 
tampilan situs berubah menjadi warna hitam. Lalu, ada iringan lagu 
Gugur Bunga selama 15 menit. 
 
































Di tampilan layarnya, ada tulisan "Stop Hoax, Jangan BOHONGI 
Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan 
pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By 
@xdigeeembok". Seperti pada ilustrasi gambar di bawah ini. 
Saat diklik, beralih langsung ke akun twitter @xdigeeembok. Akun 
ini bergabung di twitter sejak Juli 2009 dan memiliki 465 ribu pengikut. 
Sedangkan pada 00.51 WIB. Akun twitter @xdigeeembok menuliskan 
cuitan #KodeEtikJurnalistikHargaMati. Lalu diikuti dengan cuitan 
kedua, "Malam Jumat ada yg lembur. Mampus... db  bye... bye... bye...". 
Lewat kolom komentar, sejumlah netizen pun mengunggah cuplikan 
layar dari situs tempo.co yang sudah diretas. Akun @xdigeeembok pun 
mengomentari salah satunya dengan balasan "Peringatan Mesra." 
Pada 01.24 WIB. Tim dari tempo.co sudah bisa mengambil alih 
kembali situs ini. Layar hitam hilang berganti menjadi layar putih 
bertuliskan "We'll be back soon!". Kemudian diikuti dengan tulisan 
"Sorry for the inconvenience but we're performing some maintenance at 
 
































the moment. If you need you can always contact us, otherwise we'll be 
back online shortly! - The Team." 
Akhirnya pada 01.30 WIB. Situs tempo.co pun kembali normal. 
Sehingga tampilan awal dari situs ini sudah kembali dan bisa diakses 
seperti sediakala. Namum pada 02.26. Situs Tempo kembali diserang 
yang serupa dengan aksi pertama. Berselang 5 menit, tim dari tempo.co 
sudah bisa mengambil alih kembali situs ini dari peretas.4 
Pemimpin Redaksi Tempo.co, Setri Yasra menduga bahwa aksi 
peretasan ini disebabkan oleh salah satu berita Tempo, yakni "influencer 
(seseorang yang punya banyak followers dan berpengaruh di medsos) 
yang dibayar untuk meng-kampanye-kan Omnibus Law RUU Cipta 
Kerja". Ada rangkaian peristiwa yang menguatkan dugaan itu, 
mengingat upaya peretasan sudah sering diterima, tapi ini jadi beda, 
dengan adanya rangkaian peristiwa sebelum peretasan ini terjadi.  
Koran Tempo dan situs tempo.co banyak menulis terkait 
penggunaan para pesohor untuk mendukung RUU Cipta Kerja, hingga 
berita itu sempat ramai di medsos. Lalu ada satu akun Twitter anonim 
yang mempermasalahkan berita itu, nama akun anonim itu juga muncul 
di situs Tempo yang diretas. Serta yang pertama mengumumkan bahwa 
situs Tempo telah diretas. Menurutnya aksi peretasan ini termasuk 
 
4 Fajar Pebrian, “Kronologi Peretasan Situs Tempo”, https://nasional-tempo-co, diakses pada, 19, 
november, 2020. 
 
































dalam upaya pembungkaman kemerdekaan pers, sebagai upaya 
pembungkam kritik melalui pemberitaan.5 
Setri Yasa menduga, pihak peretas seolah ingin menyampaikan 
bahwa segala upaya bisa dilakukannya untuk menghambat kerja 
jurnalistik. Teror ini dilakukan seakan menguji seberapa besar 
keberanian Tempo.co. Singkatnya si peretas ingin redaksi Tempo.co 
merasa takut. Apalagi melihat bahwa peretasan ini bisa dikaitkan 
dengan serangkaian peristiwa serupa lainnya. 
Pada hari yang sama, situs Tirto.id juga telah diretas. Peretas telah 
menghapus beberapa berita yang menyinggung keterlibatan BIN dan 
TNI dalam produksi obat Covid-19. Pada Jum'at petang sampai malam, 
redaksi Tirto.id harus menghentikan kegiatan dalam upload berita, 
untuk memperkuat sistem keamanannya. Namun malam harinya, isi 
berita berjudul “Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI 
Melangkahi Disiplin Sains” telah diubah oleh peretas. 
Sedangkan sebelum peristiwa peretasan terhadap situs Tempo.co 
dan Tirto.id ini terjadi, pada Rabu malam, 19 Agustus 2020, akun 
Twitter milik ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, 
juga telah diretas. Setelah ia mengkritik hasil riset obat kombinasi 
Covid-19 oleh tim Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan BIN 
 
5 M. Rosseno Aji, “Pemred Tempo.Co Duga Peretasan Terkait Berita Influencer Kampanye 
Omnibus Law”, https://nasional-tempo-co, diakses pada, 24, november, 2020. 
 
































dan TNI. Akunnya Pandu, @drpriono, tiba-tiba meng-unggah dua foto 
dengan narasi kata-kata seperti “mamah muda atau mamah kedua”.  
2. Pendapat ahli atas kasus peretasan situs tempo 
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, 
bernama Usman Hamid menilai, bahwa peretasan terhadap akun Twitter 
pribadi Pandu Riono (ahli epidemiologi UI), serta laman berita 
Tempo.co ini, merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan 
berpikir dan berpendapat. Melihat bahwa kasus peretasan berkaitan 
dengan mereka yang berani mengkritik kebijakan pemerintah. 
Selama ini Pandu Riono begitu lantang menyuarakan kritikannya 
terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya dalam menangani wabah 
Covid-19. Sedangkan, pemberitaan Tempo juga banyak menyorot 
keprihatinan politik dan sosial dalam negeri (nasional), serta mengkritisi 
rezim yang berkuasa. Singkatnya kedua kasus peretasan ini bisa dinilai 
sebagai pembungkaman kritik. Jika benar demikian, maka jelas 
pelanggaran HAM telah terjadi.  
Tiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, bahkan hak ini 
dilindungi oleh konstitusi dan hukum HAM internasional. Karena 
itulah, Amnesty International Indonesia meminta agar pemerintah dan 
aparat penegak hukum segera mengusut kasus peretasan ini secara 
transparan, akuntabel, dan jelas. Pelaku peretasan wajib ditangkap dan 
diproses dengan adil, serta dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan 
UU yang berlaku. Jika terbukti pelaku itu bagian dari otoritas negara, 
 
































maka tidak boleh ada impunitas hokum. Apalagi mengingat kedudukan 
tiap orang itu sama di hadapan hukum. 
Sehingga, negara harus bisa lebih menjamin adanya perlindungan 
terhadap hak kebebasan berpendapat, serta menyampaikan informasi. 
Sebab bagaimanapun kondisinya, masyarakat tetap berhak untuk 
memperoleh, dan butuh akan informasi. Apalagi pembungkaman 
informasi ini, terkait pandemi yang tengah berlangsung saat ini, jadi 
tidak hanya melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam hukum 
HAM internasional, namun juga berpotensi melanggar hak kesehatan.6 
Menurut salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), yakni Choirul Anam menilai bahwa peretasan terhadap 
laman Tempo.co ini, merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan hak 
asasi manusia di Indonesia. Sehingga masalah ini bukan hanya jadi 
persoalan Tempo group semata, tapi juga persoalan bersama, apalagi 
bagi yang mengharapkan Indonesia jadi lebih baik dan sejahtera, serta 
demokratis dan menjunjung tinggi HAM. 
Choirul berharap pihak kepolisian harus bersegera untuk mengusut 
kasus peretasan ini dan melakukan penegakan hukum, dengan 
membongkar jaringan peretasan terkait kasus peretasan ini, agar tidak 
jadi momok bagi bangsa, khususnya media massa dalam menjalankan 
tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Ia juga berharap agar Tempo 
 
6 Dian Erika Nugraheny, “Amnesty: Peretasan Situs Tempo Dan Pandu Riono Serangan Terhadap 
Kebebasan Berekspresi”, https://amp-kompas-com, diakses pada, 24, november, 2020. 
 
































dan media massa lainnya tidak terpengaruh oleh peristiwa ini, hingga 
bisa tetap bekerja dengan kualitas jurnalistik terbaiknya. Sebab tanpa 
kerja media massa yang berpedoman pada kode etik jurnalis, akan sulit 
bagi demokrasi dan HAM bisa tumbuh lebih baik lagi.7 
Maraknya terjadi fenomena peretasan yang dikabarkan oleh 
beberapa media yang telah diretas laman daring-nya ini. Membuat Ariel 
Heryanto turut berkomentar melalui akun Twitter pribadinya pada 
Minggu (23-8-2020), yakni "Akun @ainunnajib dan @drpriono sudah, lalu 
laman berita situs tempo.co dan tirto.id sudah. Emangnya ini kerjaan 
nitizen biasa yang iseng? wkwk. Semua akun bisa diserang (diretas), 
Tapi bukan sembarang orang bisa, selain yang berkepentingan 
menyerang atau diserang kan?". Komentar Ariel terkait peretasan ini 
juga mengundang tanggapan warganet lainnya. 
Beberapa warganet meyakini bahwa peretasan ini tidak mungkin 
dilakukan oleh orang biasa, kecuali yang memang punya kepentingan 
tertentu. Karenanya publik juga merasa kecewa atas terjadinya 
peretasan ini. Jika ini dimaksudkan untuk menghilangkan informasi 
yang semestinya diketahui oleh publik. Komentar seorang warganet 
"Hal yang semacam ini, sama halnya seperti masa kolonial, saat 
penguasa mencoba me-represi suara publik, akhirnya kita kembali ke 
masa kolonial, merdeka tapi terjajah".  
 
7 Reza Gunadha, “Komnas HAM: Usut Tuntas Peretas Laman Tempo.co”, https://www.suara.com, 
diakses pada, 21, november, 2020. 
 
































Adapula komentar warganet lainnya, "Jangan lupa pula, bahwa 
permainan semacam ini sudah terbilang cukup lama terjadinya. Selain 
mereka, akun oposisi vokal lainnya juga sudah banyak yang kena". 
Berbagai komentar semisal yang muncul kemudian cukup banyak, 
bermula dari komentar Ariel Heryanto melalui akun Twitternya itu, 
berdasarkan laporan peretasan dari beberapa akun dan media lainnya. 
Menanggapi peristiwa peretasan ini, seorang Guru Besar Ilmu 
Komunikasi Universitas Indonesia (UI) bernama, Prof. Ibnu Hamad, 
turut menilai bahwa peretasan itu dilakukan, sebab pelaku salah 
memahami makna kritik dalam berita Tempo.co, yang umumnya 
memang dikenal publik sebagai salah satu media yang sering meng-
kritik kebijakan pemerintah. 
Beliau menjelaskan bahwa, Indonesia menganut sistem demokrasi 
yang telah dijamin dalam undang-undang, dan salah satu mekanismenya 
itu dengan melalui kritik. Apalagi media melalukan kritiknya dengan 
cara pengungkapan fakta ataupun memperlihatkan duduk perkaranya 
dari pespektif media pula. Karenanya, jika peretas melihat adanya 
pengungkapan fakta kritik pemerintah yang tidak tepat menurutnya, 
maka tunjukkan saja dimana yang tidak tepat itu. Sebab sudah jelas 
dalam demokrasi bahwa suatu fakta harus dilawan dengan fakta pula, 
bukan dengan melakukan peretasan hingga menggangu aktifitas orang 
lain yang tidak berkaitan. 
 
































Lebih lanjut, ia mengimbau agar saat menanggapi sebuah kabar 
dari media sosial ataupun media pemberitaan, perlu bagi masyarakat 
untuk tidak terlalu membawa perasaan (baper) yang berlebihan, dengan 
banyak menggunakan akal sehat. Agar dalam menyikapi hal tersebut 
seseorang bisa lebih terbimbing sesuai dengan aturan yang ada.8 
 
 
8 Dwi Bowo Raharjo, “Tempo.co Diretas, Guru Besar UI: Pelaku Salah Mencerna Arti Kritik”, 
https://amp.suara.com, diakses pada, 22, November, 2020. 
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BAB IV 
TINJAUAN FIQH SIYA>SAH DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT  
DALAM KASUS PERETASAN SITUS TEMPO 
 
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo 
Negara Indonesia merupakan negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 
1945). Maksudnya ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 
menegakkan kebenaran, dan keadilan, hingga tidak ada kekuasaan yang tidak 
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Pada umumnya, dalam tiap-tiap negara 
yang menganut paham negara hukum ini terdapat tiga prinsip dasar, 
diantaranya supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan 
hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang 
tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri (due process of law).  Karenanya, 
pada tiap negara hukum akan terlihat adanya ciri-ciri seperti, jaminan 
perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan 
yang merdeka, serta legalitas dalam arti hukum, yakni baik pemerintah negara 
maupun warga negaranya dalam bertindak itu haruslah dengan berdasarkan 
atas dan melalui hukum.  
Konsekuensi adanya ketentuan tersebut, adalah tiap sikap, kebijakan, 
serta perilaku alat negara dan penduduk (baik warga negara, atau orang asing), 
harus berdasarkan, dan sesuai dengan hukum. Selain itu, ketentuan ini juga 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi 
 
































kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara, maupun oleh penduduk. 
Dengan demikian, pemerintahan Indonesia memiliki keharusan untuk 
menetapkan berbagai ketentuan yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia 
dalam tiap bidangnya. 
Terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini erat kaitannya 
dangan sistem negara indonesia saat ini yang menganut sistem demokrasi, 
yakni kedaulatan di tangan rakyat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 
1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan itu ada di tangan rakyat”, selaras 
dengan pemahaman dari demokrasi itu sendiri yang secara umum bermakna 
‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Karena itulah sudah sewajarnya 
jika negara indonesia harus menjamin dan menjunjung tinggi perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia, begitupun dengan hak kebebasan berpikir dan 
berpendapat yang menjadi salah satu poin penting dalam perlindungan hak 
asasi manusia akhir-akhir ini. 
Apalagi ketentuan terkait dengan HAM ini telah dicantumkan dengan 
jelas dalam bab yang tersendiri di UUD 1945, yakni bab XA tentang HAM. 
Mengenai kebebasan berpikir dan berpendapat ini, untuk kebebasan berpikir 
tercantum dengan istilah mengeluarkan pikiran dalam pasal 28 UUD 1045, 
yakni “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, 
baik dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya yang telah ditetapkan 
undang-undang”. Sedangkan untuk kebebasan berpendapat, termuat dengan 
istilah mengeluarkan pendapat, dalam pasal 28E ayat (3) yakni “tiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 
 
































Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat yang 
dimaksud dalam konteks ini ialah untuk mengeluarkan pendapat sebagai hasil 
atau buah dari pemikirannya. 
Kemudian terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini lebih 
lanjut lagi diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (UU HAM), yakni dalam pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “tiap 
orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat 
sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan atau tulisan, melalui media 
cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Berdasarkan pasal 
inilah diketahui terdapat beberapa nilai yang perlu diperhatikan dalam 
mengeluarkan pikiran dan pendapat, yakni agama, moral, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 
Selain itu mengingat bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat ini 
berhubungan dengan suatu berita (informasi), dan bebas dilakukan dengan 
lisan ataupun tulisan, maka dalam konteks ini berhubungan erat dengan pasal 
28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa tiap orang berhak berkomunikasi 
dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, termasuk mencari & memperoleh, memiliki & menyimpan, serta 
mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan berbagai jenis 
saluran yang tersedia. Ketentuan semacam ini juga telah diatur dalam pasal 
14 ayat (1) & (2) UU HAM, bahwa “(1) tiap orang berhak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi, dalam rangka mengembangkan pribadinya dan 
 
































lingkungan sosialnya. (2) tiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
sarana yang tersedia.”.  
Begitu kompleksnya ketentuan atas kebebasan seseorang untuk berpikir 
dan berpendapat, hingga melingkupi hal-hal lainnya dengan tanpa ada batasan 
melalui media apapun, hal ini sangat mempengaruhi eksistensi kemerdekaan 
Pers di indonesia. Karena itulah kemudian pemerintah membuat regulasi yang 
lebih spesifik lagi, yakni Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 
(UU Pers). Dalam pasal 2 UU Pers, berbunyi “kemerdekaan pers ialah salah 
satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 
keadilan, dan supremasi hukum”. Apalagi pers ini juga memiliki fungsi yang 
disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 UU Pers, salah satunya ialah sebagai media 
informasi, dan kontrol social. Dengan adanya Dewan pers yang independen, 
yang dimuat dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UU PERS, yang menyatakan 
bahwa "dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan 
kehidupan pers nasional, dibentuklah Dewan Pers yang independen". 
Bisa diartikan bahwa kemerdekaan pers dalam makna luas ialah 
pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat 
secara individu yang diterima sebagai bagian dari HAM. Apalagi masyarakat 
demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-
keinginan pada masyarakat demokratis itu yang ditentukan oleh opini publik 
dan dinyatakan secara terbuka. Hak publik untuk mengetahui (pasal 6 huruf a 
UU PERS) inilah, yang menjadi inti dari kemerdekaan Pers. Karenanya, 
 
































Kemerdekaan pers yang berasal dari kedaulatan rakyat ini bisa jadi perisai 
bagi rakyat dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia, baik itu oleh 
kesewenang-wenangan maupun uang. Sehingga, chek and balance dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjadi. Dengan demikian, jelaslah 
bahwasanya perihal kebebasan berpikir dan berpendapat ini sangat 
berhubungan erat dengan hak asasi manusia.  
Begitu pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat ini, hingga tidak 
sedikit topik yang membahas, dan mengaitkannya dengan hal ini. Bilamana 
kita lihat beberapa ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya 
dalam konstitusi indonesia, yakni pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945 telah 
dengan jelas menjamin adanya kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan 
pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan. Sedangkan, Pers yang berkaitan 
dengan media cetak, elektronik, dll, adalah merupakan salah satu sarana untuk 
mengeluarkan pikiran tersebut. Apalagi kemerdekaan pers juga merupakan 
salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. 
Bila kita kaitkan kebebasan berpikir dan berpendapat ini dengan 
maraknya peretasan yang terjadi akhir-akhir ini, hingga terkesan cukup 
sistematis dan massif, baik dengan merubah isi ataupun menghapusnya. 
Seperti halnya dalam kasus peretasan situs tempo, selain telah mengubah 
tampilan dari website media berita ini, kegiatan peretasan ini telah 
menghambat kegiatan pers untuk menyebarkan informasi padahal 
 
































kemerdekaan pers merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat, di satu sisi para 
jurnalis ingin memenuhi tugasnya, di sisi lainnya ada hak publik untuk tahu.  
Dengan demikian, selain kegiatan peretasan ini bisa menghambat dan 
membungkam kemerdekaan pers serta kebebasan berpikir dan berpendapat, 
hal ini juga dapat mengancam eksistensi dari negara demokrasi yang 
menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai dari  hak asasi manusia. 
Apalagi mayoritas korban yang jadi target dan telah mengalami 
peretasan akhir-akhir ini adalah individu ataupun media yang tidak jarang 
mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, dalam bentuk kritikan terhadap 
kebijakan pemerintah. Padahal di satu sisi kritikan semacam ini dapat 
membuat kita saling muhasabah dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi 
demi kemajuan bersama nantinya. Apalagi sudah ada jalur yang benar, 
bilamana dirasa suatu informasi atau berita itu dirasa salah, maka bisa 
diajukan hak jawab dan koreksi kepada dewan Pers. Jadi tidak akan dengan 
serta-merta seseorang melakukan peretasan kecuali itu didalangi oleh orang-
orang yang juga berkepentingan dan tidak bertanggung jawab.  
Bahkan sampai saat inipun masih belum ada kabar lebih lanjut terkait 
dengan kasus peretasan ini, hal ini dikhawatirkan akan menjadi impunitas 
(keaddaan nirpidana), dan dapat mengurangi kredibelitas pemerintah dimata 
warganya. Oleh karena itulah pemerintah diharapkan turut ambil bagian 
dalam mengawasi jalannya perlindungan terhadap HAM di indonesia. 
Sehingga diharapkan kebebasan berpikir dan berpendapat bisa lebih terjamin 
 
































lagi kedepannya nanti tanpa intervensi orang-orang yang berkepentinga dan 
tidak bertanggung jawab. 
 
B. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 
Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo 
Melihat cakupan kajian terkait fiqh siya>sah atau siya>sah syar'iyyah ini 
cukup luas, bahkan bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik 
ketatanegaraan dan pemerintahan Islam. Selain itu, fiqh siya>sah ini juga 
mengatur berbagai urusan dalam kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan 
Syari'ah Islam (yakni, Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta ijtihad), hingga bisa 
diberlakukan secara efektif demi kemaslahatan bersama. Sehingga dengan 
adanya fiqh siya>sah ini pemerintahan bisa memberlakukan berbagai bentuk 
bidang hukum yang selaras dengan maqo>shid al-syari'ah. 
Dalam objek kajian fiqh siya>sah ini, terdapat kajian tentang fiqh siya>sah 
dusturiyah, yang berhubungan dengan penetapan peraturan dasar, seperti 
halnya bentuk negara, sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi 
kepemimpinan dan hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam hal 
aktualisasi hukum Islam di Indonesia. Ringkasnya ialah cara mengelola suatu 
negara dan pemerintahan secara baik. 
Salah satu kajian yang juga cukup penting dalam fiqh siya>sah ini adalah 
fiqh al-hurriyah, yakni tentang kemerdekaan atau kebebasan. Termasuk 
didalamnya ialah pembahasan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, 
dalam hal ini khususnya kebebasan berpikir dan berpendapat.  
 
































Dalam fiqh Islam, kajian terkait kebebasan berpikir dan berpendapat ini 
selaras dengan konsep maqaashid al-syari’ah, yakni tujuan diturunkannya 
syari’at. Tujuan adanya syariat (maqaashid al-tasyri'), secara umum terdiri 
dari 3 hal, yakni dharuriyat (pokok) yakni hal-hal penting yang harus dipenuhi, 
jika tidak, maka bisa menimbulkan kerusakan, dan kekacauan dalam 
hidupnya. Hajiyat (sekunder) yakni, kebutuhan manusia untuk mendapat 
kemudahan dalam hidup di dunia, yang tanpanya akan mengalami kesulitan. 
Tahsiniyat (tersier), yakni pelengkap dari tujuan pokok dan sekunder, yang 
terdiri dari kebiasaan atau akhlak yang baik.1 
Adapun untuk tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams), ini sangat 
mempengaruhi kemaslahatan ummat, hingga disebut pula dengan lima 
kemaslahatan (Al-Kulliyati Al-Khams). Hal ini terkait 5 hal dasar yang 
meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan 
harta (al-muhaafadlah 'ala al-diin wa al-nafs wa al-'aql wa al-nasb wa al-maal). 
Kebebasan berpikir dan berpendapat ini, merupakan salah satu kunci untuk 
kemaslahatan ummat, yakni perlindungan terhadap akal. Sebab inilah ummat 
dapat memiliki pikiran yang bersih dan sehat, hingga dapat mengeluarkan 
hasil pikirannya itu dengan bertanggung jawab. Karenanya, pemerintah Islam 
wajib menjaga serta memberikan perlindungan atas kebutuhan pokok ini, 
tanpa pandang bulu. 
 
1 Ridwan, FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020), 22 
 
































Eksistensi dari perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan 
berpendapat ini telah tercantum dengan jelas dalam firman Allah SWT QS. 
Ali Imron ayat 104, yang artinya “hendaklah ada di antara kalian segolongan 
ummat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan 
mencegah dari hal yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 
Tentunya kebebasan berpikir dan berpendapat harus memperhatikan norma-
norma kesusilaan yang dalam Islam dikenal dengan istilah akhlaq al-karimah. 
Tidak lain, agar setiap insan bisa saling menghargai, dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh setiap manusia. 
Lebih lanjut lagi nilai-nilai dari perlindungan ini semakin terlihat saat 
kita melihat sejarah perjalanan dan perkembangan Islam. Panutan kita ummat 
Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, juga sangat menjunjung tinggi adanya 
perlindungan terhadap HAM ini. Mengingat bahwa Nabi SAW telah membuat 
suatu naskah politik, yang mengatur kehidupan bersama dari berbagai 
golongan, kini naskah itu dikenal sebagai Piagam Madinah. Beliau menilai 
perlunya aturan pokok bagi tatanan kehidupan bersama di Madinah, agar 
kesatuan hidup warganya bisa terbentuk dan kemaslahatan bersama tercapai. 
Ketentuan terkait dengan kemerdekaan dan kebebasan ini tercantum dalam 
pasal 1 piagam madinah. 
Selain itu, lebih lanjut lagi ada Deklarasi HAM Universal Islam, oleh 
Dewan Islam Eropa, yang disahkan pada 19 sepetember 1981. Ketentuan 
terkait dengan kebebasan berfikir dan berpendapat ini telah termuat dalam 
pasal 12, yakni Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat. 
 
































Kemudian, adapun deklarasi Islam tentang HAM, yakni The Cairo 
Declaration On Human Rigths In Islam (deklarasi Kairo), yang telah 
ditetapkan di Kairo, Mesir, pada 5 Agustus 1990. Merupakan hasil dari 
organisasi konferensi Islam (Organization Of The Islamic Conferencee). 
Terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini termaktub dalam Pasal 
22 ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo 1990, yakni “(1) tiap orang berhak 
mengekspresikan pendapatnya secara bebas, selama tidak bertentangan 
dengan prinsip syariat Islam. (2) tiap orang berhak untuk membela apapun 
yang jadi haknya, serta mendukung sesuatu yang baik juga memperingatkan 
sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam”.  
Pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini sama halnya 
dengan menyampaikan gagasan atau pikiran. Hal ini sesuai dengan ajaran 
Islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan 
hasil pemikirannya, selama tidak melanggar syariat. Landasan normatif dari 
kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebabasan berfikir dan 
saling menasihati, sebab dengan kebebasan berpikir seseorang bisa memilik 
kebebasan untuk menyampaikan pemikirannya.  
Bahkan Al-Quran telah memerintahkan manusia agar menggunakan akal 
pikirannya, khususnya untuk menyatakan pendapat yang benar. Salah satu 
ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir ialah dalam surah Al-Najm 
ayat 28, “Dan mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang itu. Mereka 
hanya mengikuti persangkaan, meski itu tiada bermanfaat sedikitpun terhadap 
kebenaran”. Artinya tidak ada yang mengharuskan seseorang untuk berrpikir 
 
































dan berpendapat atas sesuatu agar sesuai dengan kebenaran dalam konteks 
persangkaan, meningat manusia tidak akan pernah lepas dari khilaf dan salah. 
Lebih dalam Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa “Jangan melarang 
seseorang yang memberikan hak  pada manusia untuk mengatakan kebenaran 
jika dia benar mengetahuinya.” Singkatnya bermakna kita harus saling 
menghargai hak-hak asasi dari tiap manusia. 
Demikian kompleksnya kajian-kajian islam yang melingkupi tiap 
perkembangan zaman, hingga semua hal bisa dikaji dalam fiqh. Melihat 
berbagai bentuk dalil hukum yang telah dibahas sebelumnya, mengkiaskan 
betapa pentingnya kajian terkait dengan kebebasan bepikir dan berpendapat 
ini, hingga termasuk bagian dari konsep maqoshid al-syari’ah, yakni hifdzu al-
aqli, perlindungan terhadap akal untuk menjamin kebebasan berpendapat yang 
sesuai dengan syari’at islam.  
Jika dikaitkan dengan kasus peretasan situs tempo, maka patut disangka 
hal ini bisa mengancam perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
khususnya terkait kebebasan berpikir dan berpendapat. Mengingat tiap insan 
juga harus turut serta dalam upaya perlindungan hak-hak asasi dan 
kemerdekaan, dengan saling menghargai hak-kewajiban insan lainnya. Karena 
itulah, sudah jadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa saling menjaga serta 
menghormati hak-hak dan kebebasan yang juga dimiliki oleh tiap insan, 
dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam yang rahmatan lil’alamin. Hal 
demikian ini tidak lain juga demi meraih kemaslahatan hidup bersama, serta 
demi terciptanya negara yang berdaulat.  
 




































Berdasarkan pada pembahasan dari skripsi di atas, maka penulis bisa 
menarik kesimpulan, sebagaimana berikut ini : 
1. Kebebasan berpikir dan berpendapat, menurut hukum positif ada dalam 
pasal 28 UUD 1945, yakni “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan”. Serta pasal 28E ayat (3), yakni “tiap orang berhak 
atas kebebasan mengeluarkan pendapat”, dari dua pasal tersebut 
menegaskan hubungan erat antara kebebasan berpikir dan berpendapat. 
Adapun dalam pasal 23 ayat (2) UU HAM, yakni “tiap orang berhak 
mempunyai dan menyebarkan pendapat, secara lisan atau tulisan, 
melalui media cetak atau elektronik, sesuai nilai-nilai agama, moral, 
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Artinya, kebebasan ini harus 
dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kasus 
peretasan situs tempo yang menghapus isi berita dan mengubah 
tampilannya, hal ini bisa mengancam kemerdekaan pers sebagai wujud 
dari kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam pasal 2 UU PERS.  
2. Dalam tinjauan fiqh siya>sah ini berhubung degan siya>sah dusturiyah 
yang kajiannya cukup luas. Adapula kajian fiqh al-hurriyah tentang 
kebebasan, yang lebih dikenal dengan fiqh HAM. Kajian terkait fiqh 
HAM ini selaras dengan tujuan syari’at (maqo>shid al-syari’ah), yang 
membahas terkait lima kemaslahatan (Al-Kulliyati Al-Khams) atau 
 
































tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams), salah satunya hifdzu al-aqli 
(perlindungan terhadap akal), yang sangat erat kaitannya dengan 
kebebasan berpikir dan berpendapat. 
 
B. Saran 
Pada akhir pembahasan dari skripsi ini, penulis hendak menyampaikan 
beberapa saran yang terkait, sebagaimana berikut : 
1. Pemerintah perlu menindak lanjuti kasus-kasus peretasan di indonesia, 
demi menjaga kredibelitas di mata warganya. Mengingat semakin 
maraknya kasus semacam peretasan yang seakan masif dan sistematis 
akhir-akhir ini. Hal ini tidak lain agar tidak ada pihak yang dirugikan 
lagi sebab peretasan. Sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat di 
indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih maksimal lagi. 
Serta kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud dari kedaulatan rakyat, 
jadi bisa lebih dinikmati oleh seluruh warga negara indonesia.  
2. Sampai saat ini masih bisa dihitung sebanyak apa kajian yang 
mengkaitkan antara kebebasan berpikir dan berpendapat dengan kasus 
peretasan. padahal dalam islam terkait dengan kebebasan berpikir dan 
berpendapat ini, sangatlah erat kaitannya dengan konsep maqoahid al-
syari’ah. Karena itulah diperlukan berbagai macam peninjauan ulang, 
terkait fiqh siya>sah yang kajiannya cukup luas. Sehingga muncul 
peninjaun baru yang lebih khusus seperti halnya kajian fiqh al-hurriyah 
terkait dengan konsep-konsep HAM dalam literatur Islam. 
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